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MOTTO

“Satu saja ungkapan rasa syukur dilambungkan ke
surga, nilainya sama dengan rangkaian doa yang

paling sempurna”.

(Gotthold Ephraim Lessing)

Sumber dari buku Chicken Shoup For The Single Soul
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RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tembakau
terbesar di dunia, den‘gnn adanva kepiatan perdagangan ke luar negen mengacu
pada dampak posiif yaitu membawa keuntungan bagi Indonesia, karena dapal
menambah  devisa  negara.  Dalam  melaksanakan kegiatan  perdagangan
internasional terdapat dukungan dari bidang perniagaan vaitu tersedianya sarana
pengangkutan baik darat, laut dan udara yang berperan besar dalam kegiatan
perdagangan di negara kita terutama dalam membawa barang-barang dan
produsen ke tempat-tempat konsumen.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan
penanjian pengiriman tembakau bahan dasar rokok cerutu oleh PTPN X Jember,
apakah faktor-faktor penyebab keterlambatan penginman tembakau ke pihak
importir, bagaimana tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan
penginman tembakau.

Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum antara lain
untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khususnya adalah
ingin mengetahui dan mengkaji pelaksanaan penanjian pengiriman tembakau ke
luar negen, faktor-faktor penvebab keterlambatan pengiriman tembakau ke pihak
importir, serte membahas tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan
pengiriman tembakau

Metode penulisan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif dan didukung data empins sedangkan sumber data
vang digunakan adalah sumber data sckunder dengan pengumpulan data studi
literatur. Penyusun menggunakan metode disknpuf kualitatif untuk menganalisa
data yang di dapat.

Tujuan pelaksanaan perjamjian penginman tembakau bahan dasar rokok
cerutu oleh PTPN X Jember ke luar negen pada umumnya melalui beberapa
tahapan yaitu dengan dilakukannya promosi ckspor sebagai upaya penjual dalam
memperkenalkan komoditas yang dihasilkannya kepada calon p’cmbcli,ﬁmmudian

Xil



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

membuat Letter Of Intent (LOI) dan selanjutnya membuat kontrak antara pihak
cksportir dan importir. Sedangkan faktor-faktor penyebab keterlambatan
pengiriman tembakau ke pihak importir yang disebabkan dari pihak pengirim dan
pihak pengangkut. Tangeung jawab pihiak cksportir apabila terjadi keterlambatan
pengiriman tembakau dibagi menjadi dua vaitu tanggung jawab karena kesalahan
dan tanggung jawab karena praduga

Penyusun dalam skripsi im menyarankan agar si pengangkut mengetahu
prosedur-prosedur dengan lebih teliti untuk mengantisipas) apabila ada perubahan
kebijaksanaan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah dan mengambil langkah-
langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak importir maka pihak
cksportir  harus memperhatikan pelayanan baik dalam hal mutu, kualitas,

produksinya nantinya dapat memasuki dan menguasai pangsa pasar.

X
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PENDAHULUAN '

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana terdin dan
beribu-ribu pulau yang meliputi darat, laut dan udara, dengan adanya Kepulauan
ini menghubungkan negara kita dengan negara lain vang didasari dengan adanya
perbedaan kepentingan dalam memenuhi kebutuhan suatu negara. Oleh karena itu
terbentuklah suatu kerjasama diantara negara-negara di dumia, diantaranya negara
kita sebagai salah satu negara pengekspor tembakau terbesar di dunia, dengan
adanya kegiatan perdagangan ke luar negeri mengarah pada dampak positif yaitu
membawa keuntungan bagi Indonesia karena dapat menambah devisa bagi negara.

Melihat kondisi ekonomi negara kita sekarang ini yang mengalami krisis
ekonomi maka dengan adanya kegiatan perdagangan ekspor barang ke luar negeri
untuk menambah devisa di negara kita dan dapat membantu kita dalam menutup
hutang-hutang luar negeri yang semakin lama semakin menumpuk.

Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan intemnasional terdapat
dukungan dan bidang permagaan vaitu tersedianya sarana pengangkutan baik
darat, laut dan udara yvang mempunyai peranan sangat besar dalam kegiatan
perdagangan di negara kita, terutama dalam membawa barang-barang dan
produsen (penghasil) ke tempat-tempat konsuraen (pemakai) atau dan tempat
yang mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang kekurangan, dimana hal ini
bertujuan agar barang tersebut cepat sampai ke tangan pihak importir.

Di dalam GBHN Bab IV tentang Pembangunan Lima Tahun Sub bab
lima tentang transportasi, sub bab (a) menyatakan :

kehidupan ckonomi, sosial budaya, politik dan keamanan diarahkan pada
terwujudnya sistem transportasi yang handal, “Pembangunan transportasi yang
berperan sebagai urat nadi kemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu,
tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus
menggerakkan dinamika pembangunan, mmdukung pola distribusi nasional,
serta mendukung pola pembangunan wilayah dan peningkatan hubungan
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internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara”

Dalam melaksanakan perjanjan pengangkutan yang merupakan suatu
perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkul
mengikatkan din untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang
dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim
mengikatkan din untuk membayar vang angkutan.

Semakin pesatnva dan berkembangnya perdagangan intermasional maka
akan semakin luas kesempatan pangsa pasar untuk membuka adanya perdagangan
bebas di Indonesia, karena selain membawa keuntungan bagi para pelaku usaha
dagang untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga membawa pendapatan
pada anggaran pendapatan negara di Indonesia, vaitu dapat menambah devisa
negara.

PTPN X lember yang beralamat di Jalan Ajong Gavasan, Jember
merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam
kegatan pengiriman tembakau vang merupakan bahan dasar rokok cerutu untuk
di ekspor ke luar negeri. Badan usaha ini mengirim tembakau dalam bentuk bahan
dasar maupun dalam bentuk bahan setengah jadi. PTPN X Jember hanva menjual
tembakaunya ke luar negeri dan tidak melakukan kegiatan perdaganpan di dalam
negeri. Para importirnya terdiri dan Pabrikan dan Pedagang yang berasal dari luar
negeri. Pihak importir tersebut datang langsung ke tempat penjual di Indonesia
yaitu di PTPN X Jember. Setelah mereka melihat tembakaunya dan mereka setuju
untuk membelinya maka mereka melakukan suatu negoisasi tentang harga
tembakaunya dan menentukan berapa jumlah tembakau yang akan dibeli, dimana
mereka hanya mampu menyediakan tembakaunya sesuai dengan jumlah vang ada
di gudang apabila lebih dari jumlah persediaan yang ada di gudang maka pihak
PTPN X Jember tidak dapat memenuhinya.

Pada pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau terscbut ke luar
negeri, perjanjian tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak yang
melaksanakan perjanjian dan apabila terdapat kelalaian atau kesengajaan baik
vang disengaja maupun tidak disengaja dari salah satu pihak maka pihak tersebut
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harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena
itu pihak PTPN X Jember apabila melakukan kelalaian atau kerusakan tersebut
dalam pengiriman bahan dasar tembakau ini ke pihak 1mportir maka dari Pihak
PTPN X Jember ini harus memberikan kerugian atas kelalaiannya kepada pihak
importir

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis terdorong
untuk meneliti, kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi vang berjudul:
“PELAKSANAAN PENGIRIMAN TEMBAKAU BAHAN DASAR ROKOK
CERUTU UNTUK DIEKSPOR OLEH PTPN X JEMBER KE LUAR
NEGERI", ' |

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari masalah vang dibahas dalam skripsi im,
maka perlu dibatasi ruang lingkup masalah. dengan maksud agar pengumpulan,
pengolahan dan penyajian datanya tidak terlalu luas dan simpang siur, sechingga
didapatkan kesatuan arah dan-arti.

Berdasarkan latar belakang vang telah disajikan scbelumnya, maka
batasan ruang lingkup materi dalam skripsi ini adalah termasuk ruang lingkup
hukum perdata, terutama hukum dagang tentane pengangkutan. Permasalahan
yang akan dibahas hanya mengenai pelaksanaan perjanjian pengiriman temhbakau
bahan dasar rokok cerutu oleh PTPN X Jember, faktor-faktor penyebah
keterlambatan pengiriman tembakau pthak importir, serta tanggung jawab
eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman tembakau. Batas ruang lingkup
vang demikian itu semoga tidak mengurangi arti dan nilai hasil penelitian ini

sebagai karya ilmiah.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah schagaimana tersebut diatas,
maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut -

I. bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman tembakau dasar ke luar negeri
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bagaimana faktor-faktor yang menvebabkan keterlambatan pengiriman
tembakau ke pihak importir
bagaimana 1tanggung jawab eksportir apabila terjadi keterlambatan

pengiriman tembakau

1.4 Tujuan Penulisan

Tuuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan vang

bersifat umum dan tujuan vang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan umum

b

Tujuan umum dari penulisan im adalah -

untuk melengkapi tugas dan syarat-syaral puna mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Umiversitas Jember.

untuk mengembangkan ilmu hukum dan menunjang pembangunan bidang
hukum.

sebagal sumbangsih buah pikiran kepada almamater dalam menambah dan
melengkapi perbendaharaan perpustakaan pada Fakultas Hukum Unversitas
Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Twuan khusus adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi. yaitu

meliputi:

1.

Lad

ingin - mengetahui  dan mengkaji  pelaksanaan perjanjian  pengiriman
tembakau ke luar negen.

mgin mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab  keterlambatan
pengiriman tembakau ke pthak importir.

ingin mengetahui dan mengkaji tanggung jawab cksportir apabila terjadi
keterlambatan pengiriman tembakau.
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LS  Metodologi

[ dalam penyusunan skripsi i diperlukan suaty metode penulisan vang
mana diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam
mengenali kebenaran, sehingea dapat dihasilkan penulisan vang mendekati
kebenaran optimal.

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut -

L.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan dua metode pendekatan
yaitu pendekatan vuridis normatif dan didukung data empiris.

Metode yuridis normatif ialah suatu pendekatan masalah dengan
menggunakan sumber data sekunder vang berupa peraturan perundang-undangan
dan teori yang berlaku, yang berkaitan dengan masalah yang dikupas dalam
skripsi im, termasuk literatur, pendapat-pendapat para ahli yang di tuangkan dalam
karya ilmiah. Sedangkan metode yuridis empiris adalah suatu pendekatan masalah
dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.
(Hilman Hadikusuma, 1995:60)

1.5.2 Sumber Data

|.Sumber data primer adalah sumber data vang diperoleh dari sumber yang
tertulis yaitu meliputi: berbagai literatur dalam media tulis lainnya, yang
langsung maupun tidak langsung menguraikan segala hal dan masalah yang
dapat mendukung dan menunjang dalam pembahasan skripsi ini.

2.Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara
penelitian langsung lewat wawancara langsung dengan pihak-pihak vang
terkait dengan masalah pelaksanaan pengiriman tembakau bahan dasar

rokok cerutu untuk diekspor oleh PTPN X Jember ke luar negeri,
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1.5.3 Metode Pengumpulan data.

I Studh Kepustakaan ([.ibrary Hesearch)
Merupakan cara pengumpulan data berdasarkan literatur, tulisan, peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek kajian.

2. Studi Lapangan (Field Research)
Merupakan cara pengumpulan data melalui wawancara baik secara langsung
atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang
masalah pelaksanaan pengiriman tembakau bahan dasar rokok cerutu untuk

diekspor oleh PTPN X Jember ke luar negeri.

1.5.4 Analisis Data

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka selanjutnya dianalisa dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu melalui pembahasan yang mana di
dalamnya memberikan gambaran yang lengkap dan jelas berdasarkan
permasalahan yang ada. Sedangkan kualitatif vaitu diuraikan menurut masalah
dan sifat gejala dan peristiwa hukum vang berlaku dalam kenyataan sebagai data
primer yang dikaitkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku
kepustakaan yang merupakan data sekunder (Hilman Hadikusuma,1995:164). Jadi
metode deduktif itu adalah metode penarikan kesimpulan vang dimulai dan hal-
hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yaitu menggunakan
metode deduktif ini maka diharapkan akan memperoleh kesimpulan yang sesuai

dengan hasil pembahasan dan akurat,
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta,

PTPN X Jember vang beralamat di Jalan Ajong Gavasan, Jember
merupakan cabang dari Kantor Pusat PTPN X yang berpusat di Surabaya. PTPN
X adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan
operasional yaitu mengelola bahan dasar dan bahan setengah jadi sedangkan
masalah administrasi untuk melakukan ekspor ke luar negeri ada di PTPN X
Surabaya,

Pelaksanaan penginman tembakau ke luar negeri merupakan kegiatan
utama dari P.T. Perkebunan Nusantara X atau pihak eksportir. Pada umumnya, di
dalam penjualan tembakaunya ke luar negeri, pihak eksportir menggunakan
kontrak penjualan barang dengan F.O.B (['ree On Bourd), dimana pada kontrak
F.OB (I'ree On Board) ditunjuk pelabuhan muat dan biaya pemuatan barang ke
kapal yang merupakan tanggungan penjual. Pembeli menanggung baya-biaya
sebagai berikut : freight, asuransi laut, bea import, consular fees

Berdasarkan pada perjanjian kerjasama antara pihak eksportir yaitu PTPN
X Jember dengan pihak importir menyebutkan bahwa apabila telah terjadi resiko
claim antara keduanya maka berdasarkan pada isi salah saty perjanjian tersebut
menjelaskan bahwa apabila terjadi claim dari pihak pembeli yang nyata-nvata
discbabkan karena kesalahan atau kekeliruan vang tidak dapat dielakkan, maka
atas resiko claim tersebut para pihak sepakat untuk menentukan sebagai berikut

1. Apabila claim yang jumlah physiknya tidak secara jelas disebutkan oleh
pthak pembeli, maka resiko claim akan menjadi beban pihak eksportir,

2. Atas claim yang jumlah physiknya secara jelas disebutkan oleh pihak
pembeli, maka resiko claim akan dihitung dan dibebankan berdasarkan
nomor bal yang dapat diketahui siapa eksportirnya.

Masalah penunjukan kapal harus mengacu kepada kontrak penjualan yang
menentukan tentang penunjukan kapal tertentw. Dalam kaitan ini pembeli

| O

j ‘
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berkewajiban memberitahu penjual tentang berapa kapal vang telah dipesan dan
penentuan tanggal muat.

Hal yang harus dicantumkan di dalam kontrak penjualan bahwa sebelum
pembeli menunjuk kapal, penjual memberitahu pembeli tanggal penjual siap
dengan pemuatan barang ke kapal Apabila pembeli gagal menunjuk kapal dalam
waktu tertentu yang layak, pembeli harus menunjuk  kapal pengganti dan
menanggung biaya akibat penggantian kapal tersebut. Dalam kaitan ini haruslah
diperhatikan bahwa penunjukan penggantian kapal haruslah sesuai dengan
kontrak penjualan atau kebiasaan dalam praktek perdagangan,

Setelah semua syarat-svarat perijinan dan dokumen telah lengkap maka
penginman barang dapat dilakukan guna dikirim ke pelabuhan Surabaya, untuk
dimuat ke atas kapal vang telah ditunjuk, Dalam hal yang menyangkut risiko vang
dialami olch pihak eksportir dalam penyerahan barangnya ke pelabuhan di
Surabaya seluruhnya ditanggung oleh kedua belah pthak, dimana sebelum barang
keluar dari gudang sudah diasuransikan oleh pihak eksportir. Besarnya ganti rugi
yang diberikan asuransi untuk segala kerugian yang diakibatkan atas musibah bajk
itu berupa kerusakan, kecelakaan. dan lain-lain, hanya diganti oleh perusahaan
asuransi hanya sebagian saja dan tidak seluruhnya. (Hasil wawancara dengan

Bapak Almarif, Jabatan Sinder Bagian Pemasaran PTPN X Jelbuk).

2.2 Dasar Hukum.
Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan
pembahasan pada skripsi ini adalah -
| Dalam KUHPerdata buku ITI tentang perikatan. adalah sebagai berikut

a. Pasal 1233 KUHPerdata - “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena
persetujuan, baik karena Undang-undang™,

b. Pasal 1234 KUHPerdata - “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuaty™

c. Pasal 1313 KUHPerdata : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana salu orang atau lebth mengikatkan dirinya terhadap satu orang atay
lebih™



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

d. Pasal 1320 KUlIPerdata - “Untuk sahnya suatu perjanjian diperiukan
empat syarat ;

sepakat mereka yang mengikatkan di Tinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
suatu hal tertentu;

suatu sebab vang halal

Bl

e. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ' “Semua perjanjian vang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mercka vang membuatnya®™

f. Pasal 1340 KUHPerdata © “Suatu perjanjian hanva berlaku antara pihak-

pthak yang membuatnva™,
2. Dalam KUHD | adalah sebagai berikut -

a. Pasal 1 KUHD © “Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh
daripadanya dalam Kitab im tidak khusus diadakan penvimpangarn-
penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal vang dibicarakan dalam
Kitab im™.

b. Pasal 472 KUHD : “Kerugian vang harus dibayar oleh si pengangkut
yang disebabkan karena barang vang diangkut sel uruhnya atau sebagian
tidak dapat diserahkannya, harus dihitung menurut harganya barang dan
jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan, pada saat barang tadi
sedianya harus diserahkannya barang tadi Apabila muatan yang
selebihnya, dengan tempat tujuan vang sama, karena suatu sebab vang
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pengangkut, tidak
mencapal tempat tujuan itu, maka kerugian ity dihitung menurut harga
barang yang sejenis dan dari keadaan vang sama, ditempat dan pada saat
muatan itu telah diserahkannya kepada si pengangkut™.

¢. Pasal 478 KUHD : “Si pengangkut berhak atas suatu penggantian
daripada kerugian yang diterbitkan kepadanya karena surat-surat vang
diperlukan untuk pengangkutan tidak diserahkan kepadanya sebagaimana
mestinya. fa adalah bertanggung jawab untuk pentaatan kepada segala
undang-undang dan peraturan mengenai  barang yang diangkutnya,
sekadar surat-surat dan laporan-laporan yang diserahkan kepadanva itu
mengijinkannya berbuat demikian”,

d. Pasal 487 KUHD : “Tuntutan hukum untuk memperoleh penggantian
kerugian harus dimajukan di dalam waktu satu tahun, semenjak barang
diserahkannya, atau semenjak barang itu sedianya harus diserahkannya”,

d. Pasal 504 KUHD : “Si pengirim bolch meminta supaya, dengan
mencabut kembali tanda penerimaan yang kiranya telah diberikan oleh si
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pengangkut. oleh si pengangkut im diberikan suatu konosemen tentang
barang yang diterimanva unwk diangkut”

e. Pasal 506 (1) KUHD : “Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal.
dalam mana si pengangkut menerangikan, bahwa ia telah menerima
barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu
dan menyerahkannya disitu kepada seorang tertentu. begitu pula
menerangkan dengan syaral-syarat apakah barang-barang tersebut itu
akan diserahkannya".

Pasal 510 KUHD : “Setiap pemegang konosemen berhak menuntut
penyerahan barang yang tersebut di dalamnya di tempat tujuan, kecuali
jika konosemen itu diperoleh berlawanan dengan hukum. Surat-surat
vang oleh si pemegang konosemen telah diberikannya kepada orang-
orang ketiga untuk dipakai menerima sebagian daripada barang-barang
tersebut dalam konosemen, tidak memberikan suatu hak tersendiri
kepada para pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barangnva
dari si pengangkut”.

Pasal 513 KUHD : “Apabila di dalam konosemen dicantumkan
perkataan; isi, keadaan, jumlah atau ukuran tak terkenal” atau perkataan
vang sepertl itu, maka segala penyebutan tentang isi, keadaan. jumlah
atau ukuran barang-barang vang dituliskan dalam konosemen, tidak
mengikat bagi si pengangkut, kecuali apabila tahulah atau sepatutnya
mengetahuilah ia akan sifat dan keadaan barang-barang tadi. atau barang-
barang itu telah dihitung, ditimbang. atau diukur dihadapannya”

t

h. Pasal 515 KUHD : “Setiap pemegang konosemen, yang telah melaporkan
dirt untuk menerima barang-barang yang tersebut di dalamnya, apabila
barang-barang ini telah diserahkan kepadanva dalam keadaan baik,
wajiblah 1a memberikan konosemen tadi kepada si penandatanganan atau
wakilnya, setelah dibubuhinya dengan tanda penerimaan™.

1. Pasal 517 (a) KUHD : “Penyerahan konosemen, sebelum barang-barang

yang tersebut di dalamnya diserahkan oleh si pengangkut dianggap
sebagai suatu, penyerahan barang-barang tersebut™.
Undang-undang No. 21/1992 tentang Pelayaran. Lembaran Negara No.
98/1992.
Pasal 85 : “Perusahaan perairan wajib mengangkut penumpang dan atau
barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan®.
Pasal 86 (1) : “Perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas
akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa :
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(a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.

(b) Musnah, hilang atau rusaknya barang vang diangkut.

(¢) Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang vang diangkut.
(d) Kerugian pihak ketiga

4 a Peraturan Pemenntah No. 17/1988 tentang penyelenggaraan dan
pengusahaan laut
b. Peraturan Pemerintah No, | Tahun 1982 jo SK Menteri Perdagangan dan
Koperasi No. 27/KP/1/1982. tentang cara pembayaran ekspor-impor .
5. Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1985 vang beristkan kebijaksanaan umum
vang menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang dan dokumen,
keagenan umum perusahaan pelavaran sefa tata laksana operasional

pelabuhan

2.3 Landasan Teori.
2.3.1 Pengertian perjanjian pada umumnya.

Perjanjian yang dalam undang-undang disebut dengan istilah persetujuan,
menurut Wiryono Prodjodikoro (1991:34) adalah merupakan terjemahan dan
overenkomst, vang berasal dari kata kerja overeenkomen yang artinya setuju atau
sepakat. Penggunaan istilah perjanjian apabila dihubungkan dengan i1si dan pasal
1320 KUHPerdata yaitu mengenaj svarat sahnya suatu perjanjian dimana salah
satunya adalah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Penjanjian (overenkomst) vang dalam undang-undang dischut dengan
istilah persetujuan, dalam pengertiannya yang diatur pada pasal 1313
KU HPerdata, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih™

Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal™
(Subekti: 1985)

Perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih™. (Purwahid Patrik:1994)
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Perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban”. (Sudikno
Mertokusumo:1985)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dia_ms dapat diketahui unsur-
unsurnya sebagai berikut:

4. Adanya kesepakatan diantara mercka untuk saling mengikatkan

dinnya.

b.  Adanya kedua belah pihak

€. Adanya prestasi yang harus dipenuhi,

Jadi yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan vang menimbulkan
hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dari kedua belah pihak vang
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal vang menimbulkan akibat hukum

Menurut pasal 1320 KUHPerdata mengatur adanya syarat sahnya suatu
perjanjian vang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perjanjian itu
sah secara hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu;

Suatu sebab yang halal.

e A ek

Syarat sahnya perjanjian tersebut, dikelompokkan menjadi syarat subyektif dan
syarat obyekuf. Berdasarkan kedua syarat tersebut, maka apabila dalam perjanjian
tu tidak dipenuhi kata sepakat dan kecakapan dalam bertindak tidak akan
menjadikan perjanjian itu batal dengan sendirinya, Jadi perjanjian itu tetap
mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh salah satu pihak atau

batal demi hukum.

Dalam melakukan perjanjian, harus diingat bahwa disamping ketentuan-
ketentuan yang ada, maka juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat
dalam hukum perjanjian pada umumnya. Adapun asas-asas yang terdapat dalam
hukum perjanjian adalah:

d.
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E.

Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah, bahwa para pihak bebas mengadakan
perjanjian menurut kehendaknya sendiri, baik terhadap perjanjian vang sudah
dhatur dalam undang-undang, maupun- yang belum ada pengaturannya. Dengan
asas ini, maka hukum perjanjian menganut sistem terbika.

Asas kesepakatan,

Maksud dari asas ini adalah, bahwa untuk lahimya suatu perjanjian cukup
dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian
tersebut, maka pada saat itu pula, perjanjian sudah sah atau lahir dan
mempunyal kekuatan mengikat tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain
kecuali perjanjian yang bersifat formal Asas konsensus ini merupakan syarat
mutlak bagi lahirnya perjanjian dalam hukum perjanjian modern

Asas itikad baik.

Asas itikad baik ini sangat penting dalam membuat suatu perjanjian, vang
dimaksud dengan itikad baik adalah. bertindak sebagai pribadi vang baik.
Asas im berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi para pihak bila
suatu ketika terjadi sengketa di pengadilan.

Asas kekuatan mengikat (pacta sunt servanda).

Asas kekuatan mengikat ini berdasarkan pasal 1338 avat (1) vang menegaskan
bahwa ™ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Konsekuensi dari asas ini adalah,
bahwa sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka sejak saat itu pula
perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang
berarti pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berakibat hukum sama dengan
melanggar undang-undang.

Asas berlakunya perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian itu hanya mengikat bagi para pihak yang
membuatnya, oleh karena itu perjanjian yang dibuat tidak boleh merugikan
alau menguntungkan pihak ketiga kecuali perjanjian tersebut dibuat untuk
kepentingan ketiga.

2. Asas kepatutan dan kebiasaan,
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Asas kepatutan dan kebiasaan harus diperhatikan dalam membuat suatu
perjanjian, sebagai ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah pergaulan
hidup masyarakat dimana perjanjian itu akan dilaksanakan.
Suatu .pcrjanjian apabila isinya dirasakan kurang patul atau bertentangan
dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, maka dapat mengakibatkan
batalnya perjanjian tersebut. Karena itu, baik kepatutan maupun kebiasaan
sifatnya juga mengikat. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam
pasal 1339 KUHPerdata vang menegaskan bahwa Perjanjian tidak hanya
mengikat terhadap hal-hal yang diatur secara tegas di dalamnya, tetapi juga
terhadap hal-hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan,
atau undang-undang”™.( Prodjodikoro,1989: )

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1233 KUHPerdata. “bahwa tiap-tiap
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang”,
maka dengan berakhirnya suatu perikatan yang terjadi di dalam perjanjian tersebut
akan menjadi salah satu penyebab berakhirnya per; anjlan vang bersangkutan.

Pasal 1381 KUHPerdata menvebutkan lentang cara berakhirnya suatu
perikatan, yaitu:

“Perikatan-perikatan  yang hapus karena pembayaran;karena penawaran
pembayaran tunai, ditkuti dengan penvimpanan atau penitipan, karena
pembaharuan hutang: karena perjumpaan hutang atau kompensasi; karena
percampuran hutang, karena pembebasan hutangnva; karena musnahnya barang
yang terhutang; karena kebatalan atau pembatalan: karena berlakunya suatu syarat
batal, yang diatur dalam bab I buku ini; karena lewatnva waktu™.

Disamping hapusnya perjanjian berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata seperti
tersebut di atas, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu:
a. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir,
b. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut,
¢. Ditentukan oleh undang-undang, misalnya penanjian akan berakhir dengan

meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut,
d. Adanya putusan hakim,

€. Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai.
Mengenai kapan saat perjanjian itu ditutup atau kapan saat kesepakatan
terjadi, terdapat banyak pendapat-pendapat antara lain -
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I. Teori Pernyataan : Kesepakatan terjadi pada saal yang menerima tawaran

menulis surat atau telegram, telex, vang menvatakan bahwa 1a menerima

tawaran itu.

I

Teori Pengiriman : Kesepakatan terjadi pada saat surat atau telegram dikirim

kepada yang menawarkan bahwa tawarannya diterima

_L.-.n

Teori Pengetahuan : Kesepakatan yang terjadi pada saat yang menawarkan

mengetahui bahwa tawarannya diterima,

4. Teori Penerimaan : Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul-
betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima.

5. Teori Pengetahuan uang obyektif yang menawaekan secaca obyektif
mengetahu yaitu menurut akal yang sehat dapat menganggap bahwa yang
menerima tawaran itu telah mengetahui atau telah membaca surat dari vang
menawarkan

6. Teon Kepercayaan @ Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat yang

menerima tawaran itu percaya bahwa tawaran vaitu betul vang dimaksud.

Kalau menurut teori kehendak tidak mungkin terjadi kesepakatan karena apa

yang dikehendaki kedua belah pihak tidak bersesuaian. (Purwahid

Patnik: 1994)

2.3.2 Pengertian perjanjian pengangkutan barang,

Sebelum diuraikan tentang perjanjian pengangkutan, maka ferlebih dahuly
perlu diketahui tentang apa yang dimaksudkan dengan perjanjian itu,

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Memperhatikan batas
pengertian fentang perjanjian tersebut dengan meletakkan titik berat pada
melaksanakan sesuatu hal maka dalam perjanjian pengangkutan ini melaksanakan
sesuatu hal adalah fidak lain melaksanakan pengangkutan. (Soerjono:1987)

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut
dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk meyelenggarakan
pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu
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dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang
angkutan. (Purwosutjipto:1995)

Mengenal pengangkut pada um umnya tidak ada definisinya dalam KUHD
pada pasal 466 dan pasal 521 KUHD menetapkan definisi pengangkut laut dan
bukan pengertian pengangkut pada umumnva, Pengangkut pada umumnva adalah
orang vang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan
atau orang dari suaty tempat ke tempat tujuan tertenty dengan selamat
Pengangkut mengikatkan dirinya  mengangkut muatan vang diserahkan
kepadanya, selanjutnya menverahkan kepada orang vanp ditunjuk  sebagaj
penerima dan menjaga keselamatan barang muatan itu Berdasarkan pasal 466
KUHD, disebutkan

“Pengangkut dalam arti titel adalah orang yang baik karena pengpunaan
penyediaan kapal menurut penalanan, maupun karena perjanjian lainnya,
mengikat diri untuk melaksanakan pengangkutan barang-barang seluruhnya atau
sebagian menyeberang laut™.

Jadi Perjanjian pengangkutan 1tu dapat dirumuskan scbagai suatu peristiwa
vang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan menyeberang
laut karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya, sedangkan orang
lain telah pula berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal ¥ang berupa imbalan
(upah), karena perjanjian itu menyangkut dua pihak maka perjanjian demikian ity
kita sebut perjanjian timbal-balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban
bagi masing-masing pihak. Pasal 1320 KUHPerdata jo pasal 1338 KUTPerdata,
pihak —pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pihak pengangkut dan pihak
pemakai jasa.

Berdasarkan 7he Hamburg Rules | 978, pengertian tentang perjanjian
pengangkutan laut (contract of carriage by sea) ialah setiap perjanjian yang
memberi kewajiban pada pengangkut untuk melakukan pengangkutan di laut dari
pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain dan terhadap terlaksananya
pengangkutan barang muatan itu pengangkut berhak atas pembayaran atay upah
angkutan.
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Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis vang di
klasifikasikan menjadi dua. vaitu -
a. Bersifat publik.
Menurut ketentuan Undang-undang, asas-asas vang bersifat publik adalah
sebagai berikut :
I.  Asas manfaat.
Setiap pengangkutan harus memberikan nilai puna yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakvat, dan
pengembangan perikehidupan vang berkeseimbangan bagi warga negara.
2. Usaha bersama dan kekeluargaan
Penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-
cita dan aspirasi bangsa vang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh

seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

Bad

Adil dan merata.

Penyelenggaraan pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita
dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh
lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

4. Keseimbangan.

Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan vang serasi
antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penvedia
Jasa, antara kepentingan individu dari masyarakat serta antara
kepentingan nasional dan internasional.

5. Keterpaduan.

Pengangkutan harus merupakan kesatuan vang bulat dan utuh, terpadu,
saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal
angkutan.
6. Kepentingan umum.
Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan
pelayanan umum bagi masyarakat luas,
7. Kesadaran hukum.
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Pemenintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta
mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan
taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan
8. Percaya pada diri sendiri.
Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan
dan kekuatan sendin serta bersendikan kepribadian bangsa,
9. Keselamatan penumpang,
Pengangkutan penumpang harus disertar dengan asuransi kecelakaan,
Bersifat perdata :
Menurut  ketentuan undang-undang. pengangkutan  diadakan dengan
perjanjian antara pihak-pihak. Tiket atau karcis penumpang dan dokumen
angkutan lainnya merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian antara
pihak-pihak. Berdasarkan ketentuan ini, maka asas-asas vang bersifat
perdata adalah sebagai berikut
1. Konsensual
Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup
dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa
perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau

di dukung oleh dokumen angkutan.

| )

. Koordinatif
Pihak-pthak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau
sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain,
Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah
penumpang atau pengirim  barang, pengangkut bukan bawahan
penumpang atau pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian
pemberian kuasa.
3. Campuran.
Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu
pemberian kuasa, penyimpanan barang. dan melakukan pekerjaan dari
penginim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini
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berlaku pada pengangkutan, kecual pika ditentukan lain dalam penjanpan
pengangkutan.

4 Retensi.
Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi
bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Penpangkut hanya
mempunyal kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknva.

5. Pembuktian dengal} dokumen,
Sctiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak
ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali
itka kebiasaan vang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan
dengan angkutan kota (angkot) tanpa tiket atau karcis penumpang.

(Abdulkadir Muhammad : 1998,

2.3.3 Pengertian ekspor-impor.

Sebelum diuraikan tentang pengertian ekspor-import maka terlebih dahulu
dijelaskan tentang peranan eksportir dan importir dalam peranannya dalam
perdagangan internasional, dimana pihak eksportir merupakan produsen vang
sebagan hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, vang
ekspornya diurus sendiri oleh produsen vang bersangkutan. Pihak importir adalah
badan usaha yang diberi ijin oleh pemenintah dalam bentuk TAPPl (Tanda
Pengenal Pengangkutan Importir) untuk mengimpor barang vang khusus disebut
dalam 1jin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain diluar yang disebut dalam
TAPPI tersebut.

Pengertian impor adalah suatu upaya atau satu strategi pembangunan
ekonomi, khususnya strategi industrialisasi, vang dilancarkan secara sungguh-
sungguh untuk menggantikan barang-barang impor dengan produksi lokal melalu
peningkatan pembangunan dan pengembangan industn domestik, seperti tekstil,
sepatu, alat-alat rumah tangpa dan sebagainya. Keberhasilan strategi ini
membutuhkan pengenaan tarif dan kuota fisik yang bersifat proteksionis agar
industri-industri domestik yang baru muncul itu terhindar dari tekanan produk
impor sehingga dapat berkembang dengan baik.(Todaro:2000)
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Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No
588/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor, bahwa ekspor
adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yaitu wilavah RI yang
meliputi darat. perairan dan ruang di atasnya.

Pengertian ekspor adalah mengirimkan barang-barang ke luar negeri dari
suatu negara wilayah, ke negara-negara atau wilayah-wilayah vang lain baik
dalam suatu rangkaian perdagangan normal maupun sebagai suatu tindak pribadi,
(Abdurachman, Ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan: 1970),

Berdasarkan ketentuan diatas, maka berarti bahwa ekspor dilakukan oleh
suatu perusahaan maupun perorangan, dalam bentuk pengiriman barang-barang ke

luar negeri untuk diperdagangkan,

2.3.4 Status badan hukum PTPN X Jember.

Pada mulanya tembakau Besuki NA-Oogs diusahakan oleh petani di lahan
tegalan atas perintah belanda. Pengusahaan secara besar-besaran, untuk tujuan
ckspor baru dimulai pada tahun 1859, dirintis oleh G. Birnie bekerjasama dengan
Mr. C, Sanderberg dan AB Van Gennep mereka bertiga mendirikan perkebunan
tembakau dengan nama Land Bouw Maatschapp Oud  Djember (LMOD),
beberapa tahun kemudian muncul perkebunan baru sepertt Land Boww Djember
(LMOD), beberapa tahun kemudian muneul perkebunan baru seperti Land Boww
Maatsschappy Soekowono (LMS) . Besuki Tubak Muaatsschappy (BTM), dan
Amsterdam Besuki Tabat Maatsschappy (ABTM) pada tahun 1916 perkebunan
ABTM diambil oleh BTM.

Mengetahui bahwa hasil penjualan tembakau Besuki mempunyai pasaran
yang baik, banyak pengusaha-pengusaha Belanda tertarik dan mengusahakannya
secara besar-besaran. Pada tahun 1950 didirikan Yayasan Perkebunan RI
(Yapperin). Yayasan ini bertujuan untuk memeberi bimbingan teknis dan bantuan
modal pada petani tembakau milik Belanda menjadi Perusahaan Perkebunan
Negara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX) berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 172/1901 jo No. 198/1961. Pada tahun 1961 menjadi Perusahaan
Perkebunan (Negara)Tembakau V dan V] (Peraturan Pemerintah No. 30/1963,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

langgal 22-05-1963, Lembaran Negara 52/1963). Tahun 1968 berdasarkan

Peraturan pemerintah No. 14/1968. Lembaran Negara No.13/1963 menjadi

Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII penggabungan dari V dan V1 pada

akhimya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1972 tanggal 22-02-

1972, PNP XXVIl menjadi Perusahaan Persero (Persero) PTP XX VI kemudian

pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/1996 tanggal 14

februari 1998 dilakukan restrukturisasi BUMN scktor perkebunan meliputi PTP

KX, PTP XXI-XXIH, PTP XXVII, berubah menjadi PTPN X (Persero)yang

berkantor pusal di Surabaya. Jatim dengan Akta pendirian No. 43 tanggal 11-03-

1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil. SH, Notaris di Jakarta,

Dasar hukum pendirian perusahaan perkebunan tembakau. antara lain:

4, Undang-undang no. 86/1958, tanggal 27-12-1958. No. 162/1958jo Peraturan
pemerintah No. 4/1949. Lembaran Negara No. 7/1959: tentang Undang-
undang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yang Berada Didalam
Wilayah RI, Persatuan Perusahaan Pertamian atau Perkebunan Tembakau
Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

b. Peraturan Pemerintah No.173/1961. No. 198/1968: Peraturan Pemerintah
tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim 1X
(PPN Baru Jatim 1X).

c. Peraturan Pemenntah No. 30/1963, tanggal 22-05-1963, Lembaran Negara
No. 51/1963, antara lain: Peraturan Pemenntah Tentang Pembentukan
Perusahaan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI (PPN Baru V dan VT),

d. Peraturan Pemerintah No. 14/1968. Lembaran Negara No.23/1968: Peraturan
Pemeriniah tentang Pendirian-pendirian Pembentukan Perusahaan Negara
Perkebunan (PNP) XX VII Penggabungan dari PTPN V dan VI

€. Peraturan Pemerintah No. 7/1972, tanggal 22-02-1972: Peraturan Pemerintah
tentang Pengalihan Bentuk PNP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT.P XXVII.

. Peraturan Pemerintah No. 15/1996 tanggal 14-02-1996: Peraturan Pemerintah
tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PTP XIX, Perusahaan
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Perseroan (Persero) XXI-XXIl dan Perusahaan Perseroan (Persero) PTP
XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN X,

. Akta No. 43, tanggal 11-03-1996: tentang Akta Pendirian vang Dibuat Oleh
dan Dihadapan PTPN X (Persero) Harun Kaml, S H., Notaris Surabaya di
Jakarta.
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3.1 PELAKSANAANPERJANJIAN  PENGIRIMAN  TEMBAKAU KE
LUAR NEGERL

Perdagangan Ekspor adalah suatu kegiatan menginimkan barang-barang ke
luar negen atau wilayah, kre; negara-negara atau wilavah-wilayah vang lain baik
dalam suatu rangkaian perdagangan normal maupun sebagal suatu tindakan
pribadi. (Abdurrachman, Epsiklopedia Ekonomn Keuvangan Perdagangan:
1970:386), Berdasarkan ketentuan tersebul diatas, maka berarti bahwa ekspor
dapat dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perseorangan, baik dalam bentuk
pengiriman barang-barang ke luar negen untuk diperdagangkan. Seperti, halnya
dengan perdagangan dalam negeri vailu melakukan transaksi “jual beli” dengan
pengertian ‘jual’ sebagai aktivitas ekspor dan “bell” vang lazim disebut impor.
Yang dimaksudkan ekspor dan impor dalam pengertian 1 dibatas1 pada ekspor
dan impor barang-barang.

Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah faktor hasil (“proceeds’)
dan biaya (‘cost’). Barang-barang yvang akan dijual ke luar negen adalah barang
vang biaya pembikinannya rtelatl murah  dibandingkan dengan ongkos
pembuatannya di luar negeri, dalam arti kata kalau dickspor akan dapat dijual
dengan mendapatkan hasil penjualan vang menguntungkan, dan sebaliknya
barang-barang yang akan diimpor adalah barang vang biaya produksinya di dalam
negeri terlalu tinggi atau yang sama sekali belum diproduksi. Kedua aktivitas ini
sudah barang tentu hanya dapat dilakukan dalam batas tertentu sesual dengan
kebijaksanaan umum pemerintah (sesudah Inpres No. 14 Tahun 1985). Dari sudut
ini mudah dapat dipahami adakalanya suatu jenis barang ekspor harus diekspor
sekalipun akan mendenta rug kalau dihitung dalam mata vang sendin (misalnya
dalam mata uang rupiah), tetapi kalau pemenntah memerlukan dan

menguntungkan penghasilan dalam bentuk valuta asing, maka ekspor harus
dijalankan.
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Sebelum pelaksanaan perjanjian ekspor tembakau ke luar negeri terlebih
dahulu kita menjelaskan tentang masalah perijinan dalam dunia bisnis, bisa
meliputi perijman di sektor pemerintahan umum. sektor pariwisata, sektor
perindustrian, sektor agraria atau periahanan, sektor usaha atau perdagangan,
scktor pekerjaan umum, sektor pertanian, dan lain-lain.

Begitu rumitnya masalah  perizinan  sechingga pemerintah  telah
mengeluarkan peraturan vaitu Inpres No. 14 tahun 1985 tentang kebijaksanaan
umum yang menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang dan dokumen.
keagenan Umum Perusahaan pelayaran dan tata laksana operasional pelabuhan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem perizinan yang begitu
banyak berikut pelaksanaannya. Dikeluarkannya pedoman ini dimaksudkan guna
menumang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada trilogi
pembangunan yaitu pertumbuhan dan dinamis, serta pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya

T'idak semua bidang usaha diperlukan adanya 1jin, hal imi bisa dilihat dari
ketentuan Surat Tjin Usaha Perdagangan atau disingkat SIUP adalah surat 1jin
untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan Dasar hukum  untuk
mendapatkan SIUP adalah UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib dafiar Perusahaan,
yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib di daftarkan dalam jangka
waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Untuk melaksanakan ketentuan di atas, khususnya ketentuan mengenal 1jin,
telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1458/Kp/XI1/84
tanggal 19 Desember 1984 tentang Surat ljin Usaha Perdagangan (STUP). Dalam
Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan vang melakukan
kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, untuk memperoleh SIUP ini,
perusahaan terlebih dahulu wajib mengajukan Surat Permohonan Ijin (SPI) vang
dapat diperoleh pada kantor wilayah departemen perdagangan atau kantor
Perdagangan setempat.

Perdagangan ckspor-impor vang lazim disebut perdagangan dokumen
karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau direpresentasikan  dalam

bentuk dokumen. Penawaran dilakukan dalam bentuk tertulis. Surat pesanan juga
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tertulis. Bukti pengiriman barang juga dalam bentuk dokumen yang disebut
konosemen atau hills of lading. Pembayaran vang dilakukan secara kontan atau
tunai, tetapi dengan komitmen bahwa akan dibayar setelah barang itu tiba di pihak
importir. Sedangkan dokumen vang terpenting vang juga disebut dokumen induk,
adalah kontrak dagang ekspor sebagai rumusan akhir dari suatu transaksi ekspor,
Jadi yang dimaksud dengan kontrak dagang ckspor adalah kesepakatan antara
pihak eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan
persyaratan yang disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikat diri
untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkannya. Pihak vang ingkar janji
akan dikenai sanksi dengan membayar ganti rugt kepada pihak vang dirugikan.
Dengan demikian kontrak dagang ekspor scbagai suatu perikatan antara pihak-
pihak yang terkait harus memenuhi adanya tiga landasan utama suatu perjanjian,
vaitu
a. Azas konsensus : Adanya kesepakatan antara kedua pihak secara sukarela.
b. Azas obligatoir : Mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak
dan kewajiban masing-masing.
¢. Azaspenalti  : Bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika ndak
dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya.
Ketiga azas utama ini harus terdapat pada sctiap kontrak dalam (ransaksi
internasional. Kendatipun kontrak daganp ckspor dapat dilakukan dengan cara
lisan namun karena eksportir dan importir keduanya berdomisili di negara yang
berbeda yang mempunyai hukum yang berbeda pula, dan untuk menghindari salah
pengertian akibat bahasa yang berbeda, maka scbaiknva hak dan kewajiban
masing-masmg pihak dirumuskan dalam bentuk tertulis, vang kelak dapat
dijadikan bukti bila terjadi perbuatan ingkar janji yang berakibat sengketa di
pengadilan.

Perlu diketahui bahwa perdagangan ekspor-impor juga biasa disebut
perdagangan dokumen. Sebabnya karena seluruh kegiatan  transaksi
diaktualisasikan dalam bentuk dokumen, Barang dikirimkan dengan kapal dan
sebagai bukti pengiriman dikeluarkan dokumen yang disebut konosemen atau

bills of lading, dan seterusnya. Diantara semua jenis dokumen ini, kontrak dagang
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ckspor menempati posisi sebagai dokumen induk dari semua dokumen dalam

perdagangan internasional. Semua persoalan dan semua dokumen lain akan

merujuk pada kontrak dagang ekspor (export sale's contract) ini.

Dalam melaksanakan pengiriman ke luar negeri maka PTPN X lember,

pada umumnya menggunakan kontrak penjualan barang dengan F.O.B dimana

hal-hal yang ditimbulkan kontrak penjualan tersebut antara lain -

|

Il

Kewajiban penjual.

Dalam kontrak dengan F.O.B kewajiban penjual mehiputi memuat barang
ke atas kapal sesuai dengan kontrak penjualan kemudian membavar
seluruh biaya pemuatan barang ke atas kapal dan biava vang berkaitan
dengan bea cukar.

Kewajiban pembeli,

Kewajiban pembeli adalah menentukan kapal dan pelabuhan muat.
Remudian pembeli yang melakukan penunjukan kapal-kapal tertentu agar
penjual dapat menyerahkan barang dalam waktu vang ditentukan di dalam
kontrak penjualan dan mengatur kapal pengganti,

Istilah F.O.B ditentukan oleh hukum kebiasaan internasional, misalnya
menganut kebiasaan bahwa di dalam F.O.B Contract, penjual bertanggung
jawab sampai barang dimuat di atas kapal,

F.Q.B dengan ketentuan pelayanan tambahan.

Di dalam hal ini penjual mengatur pengangkutan dan asuransi laut dan
biaya dan pembeli.

Proses terjadinya ekspor pada umumnya melalui beberapa tahapan,

sebagai berikut:

I. Tahap awal.

Pertama-tama dalam melakukan perjanjian transaksi ckspor ke luar negeri,

yaitu dengan dilakukannya promosi ekspor sebagai upaya penjual (eksportir)
dalam memperkenalkan komoditas yang dihasilkannya kepada calon pembeli

di luar negeri (importir) dengan tujuan menarik minat mereka untuk membeli

komoditas yang kita hasilkan, tanpa mengenal komoditas kita, calon pembeli

tidak akan berminat untuk membelinya. Promosi merupakan salah satu unsur
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dan strategi bauran pemasaran, di dalam pengenalan produk-produk daripada
PIPN X (eksportir) tidak selalu melakukan presentasi ke luar negeri atau
workshop, Hal ini dikarenakan selain disebabkan oleh jarak yang jauh antara
nega;a kita (Indonesia) dengan negara luar negeri, PTPN X (eksportir)
telah mempunyai customer-customer atau pembeli tetap. maka promaosi hanva
dilakukan dengan pengajuan sampel melalu cargo (barang muatan),

2. Pengajuan sampel ini maka para pembeli vang tertarik dengan barang tersebut,
akan memberikan tanggapan atau respon dengan membuat Letter OFf Intent
(LOI), vang kemudian dialamatkan pada kantor PTPN X vang berpusat di
Surabava,

3, Setelah diterimanya Letrer Of Intenr (LOT) ini, maka selanjuinva para pembeli
atau customer-customer yang terdin dan pabrikan dan pedagang internasional
ini datang langsung ke tempat eksportir atau PTPN X lember dimana para
pembeli (importir) dapat melihat-lihat produk-produk vang ditawarkan pihak
cksportir, apabila pthak pembeli tertarik, maka dilakukan negoisasi tatap
muka yang nantinya berakhir pada pembuatan kontrak antara prhak eksportir
dan pthak importir, Pada kontrak yang dibuat, di dalamnya memuat
Confirmation Of Sale, mengenai jumlah pesanan yang dinginkan, mutu,
kualitas dan sertifikat yang diinginkan oleh pihak importir. Sebelum barang
tersebut diekspor ke luar negeri maka sebelumnya dilakukan beherapa tahap
penguyian untuk mendapatkan pengakuan berupa sertifikat dari lembaga vang
berwenang. (Amir,S:2002).

Mengenai jumlah pesanan yang diinginkan pihak importir vaitu dengan
melihat kemampuan pihak eksportir untuk menyediakan barang vang ada
didasarkan atas kemampuan pihak eksportir dalam berproduksi, meskipun jumlah
pesanan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau hanya sebagian
saja, mereka tetap membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak eksportir.
Sedangkan untuk memenuhinya mereka dapat memesannya di perusahaan lain.
tetapi hal it tidak mudah karena di Indonesia hanya ada tiga perusahaan yang
menghasilkan tembakau bahan dasar rokok cerutu, yaitu di daerah Medan, Klaten.
dan PTPN X.
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Dalam membuat perjanjian atau kontrak antara pihak eksportir dan importir
tidak terlalu sulit dan berbelit-belit karena perjanjian ini didasarkan pada
kesepakatan antara kedua belah pihak. apabila keduanya setuju terhadap
i'm:na,waran yang diajukan, maka terjadilah suatu kontrak yang ditandatangani dan
langsung dapat dikirim atau diekspor keluar negerl dengan memperhatikan
shipping mstruction yaitu mengenai pengepakan dan perintah pengiriman vang
sudah ditentukan han, tanggal, bulannya,

Pengiriman tembakau ke luar negeri dapat dilakukan setelah semua
dokumen dan surat-surat lainnya sudah lengkap. Apabila semuanya telah lengkap
barulah tersebut dipersiapkan dengan tahap seuffing, vang diangkut dengan
beberapa alat angkutan seperti dalam hentuk peti kemas atau container dan biasa.
Hal ini tergantung dari permintaan pihak importir sendiri tetapl pada umumnya
mereka menggunakan peti kemas atau container dalam mengirimkan barangnya,
tetapt ada beberapa negara importir sepeiti Afrika Selatan yang menginginkan
barang tersebut langsung ditaruh di atas kapal dan tidak dikemas Setelah
penawaran semua sudah selesal maka barang barang ini dapat diantar sampai ke
pelabuhan, di dalam masalah yang menyangkut tentang pemeriksaan barang di
pelabuhan dan lain-lainnya,pihak PTPN X dibantu oleh pihak pelayaran, vang
disebut ekspeditur vang dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang. dalam
bahasa inggrisnya disebut cargo forwader.

Ekspeditur digolongkan sebagai subyek hukum pengangkutan karena
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penginm atau pengangkut atay
penerima barang. Ekspeditur berfungsi perantara dalam perjanjian pengangkutan
vang bertindak atas nama pengirim. Ekspeditur diatur dalam Buku I Bab V Bagian
2 Pasal 86 — 90 KUHD untuk pengangkutan di darat dan perairan, Peraturan
Pemerintah No. 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut.

Pada Pasal 1 butir (h) PP No. 17 Tahun 1988 ditentukan, Ekspedisi Muatan
Kapal Laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan
pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut
melalui lautan untuk diserahkan kepada atau diterima dari perusahaan pelayaran
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bagi kepentingan pemilik barang. Apabila ekspeditur membuat perjanjian
pengangkutan dengan pengangkut, dia bertindak atas nama penginim. Yang
menjadi pihak adalah pengirim, bukan ckspeditur. Ekspeditur adalah pengusaha
yang menjalankan perusahaan di bidang usaha ekspedisi muatan barang, seperti
Fkspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), sebagal wakil penginm (dapat juga
penenima) ekspeditur mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang
berlaku guna memasukkan dan atau pengeluaran barang dan alat angkut.

Pengelolaan risiko ekspor —impor didasarkan pada sistem dan kebiasaan
dokumen vang menjabarkan hak-hak. biaya, dan tanggung jawab dari proses
ekspor ke dalam bentuk dokumen. Sistem dokumentasi ini telah dikembangkan
sejak berabad yang lalu melalui transaksi yang disebut sebagai Penjualan
Berdokumen sesuai syarat pengapalan vang sudah klasik sepertt F.OB dan CIF,
Penjualan Berdokumen sudah diakui oleh pengadilan sebapal suatu transaksi
dokumen yang dipersamakan dengan transaksi barang dalam hal tertentu. Karena
itu sangatlah penting bagi eksportir dalam mendapatkan dokumen vang benar
yang memungkinkannya memperoleh barang vang benar pula. Dokumen kunci
dalam hal in1 :

a. kontrak jual beli:
b. konosemen atau dokumen angkutan lainnya:
¢. dokumen asuransi (polis, sertifikat) (Chairul Anwar:1999),

Dokumen penting lainnya adalah sertifikat mutu dan Surat Keterangan
Negara Asal (SKA), Penelitian dokumen ini sama pentingnya dengan penelitian
atas barang yang diwakilinva. Pengamanan dokumen seperti yang diuraikan diatas
adalah sebagian dani upaya untuk menangkal risiko perdagangan internasional.
Oleh karena itu untuk menghindari risiko bisnis ekspor-impor dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

a. Risiko bonafiditas.
Eksportir pada umumnya tidak mengenal importir secara pribadi sehingga tidak
dapat mengukur bonafiditas calon pembeli. Ini bisa mendatangkan risiko
kerugian bagi perusahaan karena berhubungan dengan perusahaan yang
mungkin hanya mempunyai alamat garasi kontrakan atau perusahaan penipu,
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yang cukup banyak beroperasi dalam duma bisnis ekspor-impor.  Untuk

mencegah risiko semacam ini dapat dilakukan tindakan sebagai berikut

1. Melakukan pengecekan bonafiditas mitra usaha dengan meminta referensi
dari bank atau dari Atase Perdagangan kita yang ada di tap KBRI

2, Membuat konsep kontrak dengan ekspor vang rapi dan teliti yang memuat
ketentuan perlindungan hukum yang menyangkut keamanan pembayaran
dan mutu barang,

3. Pemasukan dalam kontrak besar dengan ekspor ketentuan tentang penalti
serla proses penvelesaian sengketa, apakah melalui cara pengadilan atau

lainnya

b. Risiko nonpayvment.
Hak utama seorang eksportir adalah menerima pembayaran dari importir Cara
pembayaran yang paling aman bagi eksportir adalah bila dalam kontrak dagang
ekspor disebutkan cara pembavaran di muka sehingga tidak ada risiko
nonpayment. Namun dalam praktek cara pembavaran dalam perdagangan
internasional beraneka ragam

¢. Risiko kerusakan, kekurangan. pencurian.

Pada transportasi, komoditi ekspor dapat mengalami kerusakan. susut

pencurian yang dapat merugikan eksportir atau penerima barang. Risiko dapat

diatasi :

4. melakukan pengepakan yang layak laut sesuai dengan komoditi yang
diekspor

b. membuat syarat pengangkutan dengan persyaratan khusus,  selain
persyaratan standart yang sudah dicantumkan dalam bills of lading.

¢. menghindari dikeluarkannya [/n-Clean Bills of Lading, dan lain-lain,

d. Risiko terhadap penipu. Penipu selalu ada dimana-mana termasuk dalam
bidang ekspor-impor. Risiko terhadap kemungkinan penipuan  dapat
dihindari dengan cara -

4. meminta referensi seperti diuraikan di atas.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b.memanfaatkan jasa 1CC (Commercial Crime Service iyang memiliki data

atau informasi perusahaan vang masuk daftar hitam (Amir,S:2002).
Khusus mengenai pengangkutan perairan laut. dalam pasal 504 KUHD
ditentukan, pengirim vang telah menyerahkan barang kepada pengangkut di kapal
menerima sural landa terima (mare s receipl)  vang membuktikan bahwa
barangnva telah dimuat dalam kapal. Jika penginm menghendaki konsumen. dia
dapat menukarkan surat tanda terima itu dengan konosemen yang diterbitkan oleh
pengangkut. Jadi dokumen muatan vang dimaksud pasal 85 Undang-undang
tentang pelayaran pada pengangkutan laut dengan kapal adalah surat tanda terima
muatan dan surat ini dapat ditukarkan d'cngan konosemen Mengenai biaya
angkutan, pasal 491 KUHD menentukan bahwa setelah penyerahan barang di
tempal tujuan, penerima harus membayar biaya angkutan sesuai dengan dokumen
penyerahan barang, tetapi dapat diperjanjikan bahwa biava angkut dibavar lebih
dahulu oleh pengirim. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal 493 avat
(1) KUHD bahwa pengangkut tidak berhak menahan barang (retensi) sebagai
jaminan biaya angkutan yang belum dibayar, dengan dilakukan penverahan
barang kepada penerima serta penyelesaian segala kewajiban dan hak pihak-

pthak, maka berakhirlah perjanjian pengangkutan perairan

3.2 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGIRIMAN
TEMBAKAU KE PIHAK IMPORTIR.

Istilah terlambat sudah dianggap sebagai hal vang bersifat umum. dan
dapat dialami kapan saja, apalagi dalam melakukan pedagangan ekspor dengan
pthak importir. Pengiriman vang dilaksanakan oleh pthak eksportir dalam
mengirimkan barang atau tembakau ke luar negeri ke negara yang dituju. Salah
satu faktor keterlambatan pengiriman yang menyebabkan keterlambatan
pengiriman tembakau ke luar negeri adalah sebagai berikut :

a. Dari pihak pengirim sendiri (shipper) yang tidak jujur dalam memberikan
informasi mengenai sifat dan nilai barang yang diekspor atau waktu

menerimanya.
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b. Dari pihak pengangkut, antara lain

¥

)

L

Thdak disiplin waktu merupakan hambatan bam angkutan perairan. Waktu
keberangkatan vang telah dijadwalkan sering tidak dipatuhi oleh
pengangkul tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan tanpa
pemberitahuan lebih dahulu Tidak disiplin waktu 1m jelas merugikan
semua pihak, pengangkut dibebani biaya pelayaran karena waktu berlayar
makin lama. penginim barang banvak kehilangan waktu karena terlambat
tiba di pelabuhan tujuan yang | uga bermuara pada biaya makin meningkat
Tidak disiplin muatan juga merupakan hambatan bag angkutan perairan
Senap kapal telah ditetapkan kapasitas maksimumnya sesuai dengan hasil
uji keselamatan (laik laut). Ketentuan ini sering dilanggar oleh pengangkut
yang tidak disiplin. Jumlah penumpang yang dimuat ke dalam kapal sering
melebihi kapasitas maksimumnya. Sepintas pelanggaran itu sepertinva
menguntungkan pengangkut atau penumpang vang terangkut. Padahal
melebihi batas kapasitas maksimum itu merugikan, kapal cepat rusak,
ketahanannya berkurang, berlavar makin lambat, semuanya terancam
bahaya tidak selamat sampai di pelabuhan tujuan.

Gangguan keamanan dan ketertiban juga merupakan hambatan bagi
angkutan perairan, Hal ini sering terjadi pada penjualan karcis penumpang
vang dikuasai calo bahkan sampai ti ngkat penipuan harga kareis
penumpang . Selain itu, di dalam kapal juga sering terjadi pencopetan dan
pencurian sulit diberantas. Jadi penumpang diancam banyak kerugian.
karena kapal melebihi batas maksimum vang telah ditetapkan, dan lain-
lain,

Pemogokan, bencana alam, ataupun peperangan bisa mengakibatkan
kegagalan pengiriman barang, Peristiwa tak terduga dapat juga mengubah
secara dramatis biaya transportasi karena kenaikan harga bahan bakar
kapal atau tertutupnya jalur pelayaran yang ekonomis, Ketentuan tentang
bencana yang diatur secara baik dalam setiap kontrak dapat melindungi
kedua pihak yang bersangkutan.
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[
5]

3. Peraturan dan hukum negara asing bisa saja berubah atau diterapkan
berbeda dengan masa sebelumnya vang akan dapat merintang! atau
mengecewakan transaksi. ljin pabean bisa saja secara mendadak tak dapat
diperoleh. Selain itu, bila suatu kontrak bersyarat pada pengadilan asing,
atau tunduk pada hukum asing. dapat memmbulkan kemungkinan tak
dapatnya diselenggarakan pangadilan yang cepat bila terjadi sengketa

Oleh karena itu, untuk dapat mengantisipasinya akan faktor-faktor keterlambatan
ini yang disebabkan pihak pengirim dan pengangkut dapat dilakukan dengan
beberapa cara untuk menunjang pelaksanaan perjanjian agar tidak terlambat,
antara lain

4 cepat dilunasinya pembayaran biava pengangkutan melalui shipper agar
barang yang dipesan oleh prhak importir bisa cepat dikirim dan sampai
pada pihak importir tepat pada waktunya.

b. Pelayanan pengangkutan yang baik dari pihak pengangkut vaitu adanva
peningkatan pelayanan yang baik dari pihak pengangkut atau eksportir
kepada para pembelinya atau pihak importir maka akan membawa
keuntungan bagi pihak eksportir.

¢. Klaim kerusakan cepat dibayar. Apabila masalah-masalah mengenai

kerusakan cepat terbayar oleh pihak-pihak vang bersangkutan.

33 TANGGUNG JAWAB PIHAK EKSPORTIR APABILA TERJADI

KETERLAMBATAN PENGIRIMAN TEMBAKAU.

Dalam perjanjian pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan
tanggﬁng jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
Artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan atau
barang yang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai penumpang diturunkan dari
alal pengangkut atau barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan
kepada penerima. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah
ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang, Apabila dalam pengangkutan
barang, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peristiwa
vang terjadi dalam proses pengangkutan di tempat tujuan, kecuali Jika
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diperjanjikan lain. Tetapi tanggung jawab pengangkut dibatasi oleh Undane-
undang. Dalam Undang-undang ditentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab
terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian
mengangkut. Sedangkan mengenai kerugian vang timbul akibat -

(@) Keadaan memaksa (force majeur);

(b) Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri;

(¢} Kesalahan atau kelalaian penumpang atau pengirim
Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian.
pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut vang ditentukan dalam
undang-undang maupun perjanjian disebut eksonerasi,

Luas tanggung jawab pengangkut diatur dalam pasal 1236 dan 1246
KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal 1236 KUHPerdata. pengangkut wajib
membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita, dan bunga yang
layak diterima bila 1a tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnva
untuk menyelamatkan barang muatan. Dalam pasal 1246 KlIHPerdata ditentukan
bahwa biaya, kerugian, dan bunga pada umumnya terdin dari kerugian vang telah
diderita dan laba yang seharusnya akan diterima. Apabila tanggung jawab tersebut
tidak dipenuhi, maka dapat diselesaikan melalui gugatan ke muka pengadilan

Dalam melaksanakan suatu perjanjian kerjasama antara pthak eksportir dan
pthak importir untuk melakukan perdagangan ke luar negeri sering terjadi claim
atau masalah yang menyangkut pada masalah tanggung jawab kedua pihak.
sebagaimana telah tercantum pada isi perjanjian tersebut yaitu apabila terjadi
claim dari pithak pembeli yang nyvata-nyata disebabkan karena kesalahan atau
kekeliruan yang tidak dapat dielakkan, maka resiko claim tersebut didasarkan
pada kesepakatan bahwa atas claim yang jumlah physiknya tidak secara jelas
disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko claim akan menjadi beban pihak
cksportir dan apabila atas claim yang jumlah physiknya secara jelas disebutkan
oleh pihak pembeli, maka resiko claim akan dihitung dan dibebankan berdasarkan
nomor bal yang diketahui pihak eksportirnya.
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igital Repository Universitas Jember

Pada prinsipnya tanggung jawab dalam hukum pengangkutan di Indonesia

terdin dan tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab karena praduga
adalah sebagai berikut -

Il

Tanggung jawab karena kesalahan.

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam
penyelenpgaraan pengangkutan  harus bertanggung jawab membavar
segala kerugian vang timbul akibat kesalahannya Pihak yang menderita
Kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian
ada pada pihak vang dirugikan, bukan pada pengangkut, Prinsip ini diatur
dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum sebagay
aturan umum sedangkan aturan khusus ditentukan dalam undang-undang
YANE mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Pada pengangkutan
dengan kapal, langgung jawab im ditentukan dalam pasal 86 Undang-
undang pelayaran vang menyatakan -

Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat vang
ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa

(a) Kematian atau lukanya penumpang vang diangkut;

(b} Musnah, hilang, atau rusaknya barang vang diangkut.

(¢) Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut
(d) Kerugian pihak ketiga,

Tanggung jawab karenga praduga

Pada prinsip ini diatur dalam pasal 86 ayat (2) Undang-undang angkutan
dan pelayaran yang menyatakan, jika perusahaan angkutan perairan dapat
membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dig dapat dibebaskan sebagian
alau seluruh dari tanggung jawabnya. Walaupun hanya terdapat pada
pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan darat dan
pengangkutan udara tidak dibolehkan (Abdulkadir Muhammad: 1998).

Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh
menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan
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36

“kecuali perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian ity bukan
karena kesalahannya™

KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Hal ini dapat
dilihat dalam pasal 468 ayat (2) KUHD yang menentukan bahwa “apabila barang
vang diangkut i1ty tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak,
pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali jika
dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruh atau
rusaknya barang itu karena peristiwa vang tidak dapat dicegah atau tidak dapat
dihindari terjadinya. ™

Dengan demikian, jelas bahwa dalam hukum pengangkutan d Indonesia
prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga kedua-duanva
dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, scdangkan
prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian. Artinva pengangkut
bertanggung jawab atas setiap kerugian vang timbul dalam penvelengparaan
pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa 1a tidak
bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab.

Dalam persoalan tanggung jawab vang harus ditanggung oleh pihak
eksportir vang berdasarkan kontrak penjualan tembakau dengan menggunakan
F.O.B maka terdapat tanggung jawab vang harus ditanggung oleh pihak eksportir.
tetapi hal itu juga dilihat pada situasinva apabila barang itu masih ada di dalam
gudang dan belum dilakukan penyerahan barang ke pelabuhan di Surabaya dan
belum dimuat diatas kapa! maka hal ity menjadi tanggung jawab pihak eksportir.
Apabila barang tersebut dimuat ke atas kapal maka selanjutnya tanggung jawab
ada di dalam tanggung jawab pihak importir. Berdasarkan kontrak penjualan yang
dilakukan oleh pihak eksportir dan pihak importir yang telah disepakati bersama
maka di dalam kontrak penjualan tembakau tersebut telah disebutkan tentang
batas tanggung jawab pihak eksportir hanya sampai pada barang tersebut dimuat
di atas kapal, dengan tidak melupakan menunjuk pelabuhan mana akan dimuat
dan di kapal mana akan dimuat. Selain it pihak eksportir juga bertanggung
jawab apabila selama di dalam perjalanan pengiriman menuju pelabuhan Surabaya

mengalami musibah seperti kerusakan, atau lain-lain maka pithak PTPN X
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(eksportir) akan menanggung semua musibah yang terjadi tersebut dengan
menyerahkan pada polis asuransi yang nantinva akan diberikan ganti-rug) oleh
pihak asuransi tetapi hanya diganti sebagian saja dan tidak sepenuhnya. Kemudian
bilamana barang yang dickspor tersebut telah sampai ke pithak importir dan pihak
importir tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan keinginannya maka
pihak eksportir akan bertanggung jawab dengan mengganti barang tersebut yang
sesual dengan keinginan pihak importir.

Suatu perusahaan seperti pihak PTPN X Jember 1 pasti memiliki tanggung
jawab sepenuhnya sesuai dengan aturan perusahaan pada umumnya tetapi itulah
vang membuat pihak impoitir mau bekerja sama dengan pihak cksportir. (Hasil
wawancara dengan Bapak Almarif bagian pemasaran PTPN X Jelbuk).

Mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini. dengan
persetujuan para pihak dapat ditambahkan dalam lampiran dan menjadi addendum
serla menjadi bagian vang tidak dapat dipisahkan dan perjanjian ini. Kemudian
apabila timbul perselisihan sebagai akibat darl pelaksanaan perjanjian ini, para
pihak sepakat untuk menvelesaikan secara musyawarah tidak dapat menghasilkan
kata sepakat, maka para pihak memilih untuk menyelesaikan melalw konsultan
vang berada di luar negeri. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangam, dan
akan berakhir setelah pembavaran hasil ekspor tembakau terscbut dalam
perjanjian ini selesal dilakukan oleh pihak eksportir dan importir berdasarkan

ketentuan-ketentuan vang tercantum dalam perjanjian 1.
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3.1 Kesimpulan.

I. Bahwa prosedur pelaksanaan penginman tembakau ke luar negen harus
memenuhi beberapa persyaratan yang standart dan diinginkan oleh pihak
importir salah satunya adanva pengakuan dan lembapa yang berwenang
berupa dikeluarkannya sertifikat dari Departemen perdagangan dan
Perindustrian dan lembaga tembakau di Jember vaitu mengenar mutu akan
kelayakan suatu produk apakah suatu produk tersebut layak diekspor atau
fidak. Melakukan perdagangan ekspor tidaklah rumit dan berbelit-belit
apalagi dengan dikeluarkannya kebyaksanaan ekspor oleh pemerintah
indonesia sehingga prosedurnya menjadi lebih sederhana, yaitu salah satunya
dikeluarkannya Inpres No. 14 1ahun 1985 tentang kebijaksanaan ekspor yang
menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang dan dokumen.

2. Faktor-faktor keterlambatan yang discbabkan oleh pihak eksportir dalam
menginm barang ke luar negen menjadi bersifat merugikan bagi pihak
importir yaitu dengan adanya kerusakan-kerusakan vang ditimbulkan dan
vang juga disebabkan faktor-faktor lainnya.

3. Dalam perjanjian pengangkutan eral hubungannya dengan tangeung jawab
pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, dimana hal
i telah diatur dalam undang-undang vang berlaku. Salah satunya ada di
dalam KUHPerdata.

Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak eksportir dengan pihak
importit dalam melakukan perdagangan ke luar negeri sering terjadi claim
yang menyangkut pada masalah tanggung jawab dari keduanya, sebagaimana
tercantum pada isi perjanjian tersebut yaitu apabila terjadi atas claim yang
jumlah physiknya tidak secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka
resiko claim akan menjadi beban eksportir dan apabila atas claim yang jumlah

physiknya secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko claim
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akan dihitung dan dibebankan berdasarkan nomor bal yang diketahui pihak
eksporiimya. Pada prinsipnya tanggung jawab dalam hukum pengangkutan
yang ada di Indonesia dibagi menjadi tanggung jawab karena kesalahan dan
fanggung jawab karena praduga. Dalam persoalan tanggung jawab berkaitan
dengan kontrak penjualan yang menggunakan F.O.B. vaitu akan berakhir

apabila barang tersebut telah dimuat ke atas kapal.

3.2 Saran.
1. Bahwa dalam melakukan pengiriman barang ke luar ncgeri, si pengangkut
harus mengetahui prosedur-prosedur dengan lebih teliti untuk mengantisipasi
apabila ada perubahan kebijaksanaan ekspor vang dilakukan oleh pemerintah.

2. Bahwa dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan

kepada pihak importir maka pihak eksportir harus memperhatikan pelayanan
baik dalam hal mutu, kualitas suatu produk supaya nantinya dapat memasuki

dan menguasai pangsa pasar di luar negen.
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TAMPIRAN 1

SURAT KETERANGAN
Momor : DOTISUKETIVIZ002

Sesual dengan surat PT, Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan

No. IC-RUPAZ/03 038 tanggal 23 Aprll 2003 dengan inl menerangkan bahwa .

Nama . AGUSTINA WULIASTLT

NI 980710101067

Program S 1 |lmu Hukum

Alamat . Jalan Sumatera No. 104 Jember

Telah melaksanakan keglatan konsultast dl PT, Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajong Gayasan mulai tangaal 27 April 2003 sa 27 Mei 2003 dengan prograr

trmu Hukum

Diernikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana

Mestinye.
Ajong, 9 Jduni 2003

ET. FERKEBUMNAN NUSANTARA X (FERSERQ)
~fate £ KEBUN AJONG GAYASAN-_,
' Adrninistratur, i

- —  ILSUGIANTO
NIK. 1062038706015

m, ch-hd.s=5. keterangan
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PT. PERKEBUNAN_NUSANTARA X (PERSERO )
UNIT INDUSTRI BOBBIN

Jelbuk - Jember 68102 Cable Tembakau Besukl Banker
Easl Java Fax (0231) 540407 Bank Mandin Jember
Indonesia Phone : (0331) 540208
= E—— ——
12 Hel 2003

Momor ! BA-INSIP/03.086
Lampiran : -
Perlhal : R o NS UL T A S 1

Fepada Yth,

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37,

Kampus Tegalboto Kotak Pos 9,
Jémber 68121

Menunjuk surat Saudara Nomor : /J325.1,.1/PP.9/ tanggal 29
April 2003, perlhal tersebut pada pokok sBurat, dengan int
diberitahukan bahwa kami déapat menerima Mahaslswa Baudara
untuk melaksanakan Konsultasi di pT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) Unit Industrl Bobb!n :

L. Nama/NIM i AGUSTINA WULIASTUTI, NIM 990710101067
i. Hahasiswa ¢ Fakultas Hokum Universitas Jember

3. Program i 81 Ilmu Hukum

4. Tempat : PT. Perkebunan MNusantara X (Persero)

dnlt Industrl Bobbln
Jelbuk - Jember

4. Wa k tu : Mel s/d Jun! 2003
Dengan ketentuan/persyaratan sebagal berikut :

1. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri
Bobbin tidak menyediaskan dan menanggung fasllitas pemon-
dokan, transport ataupun blaya lalnnya termasuk blaya
Pengebatan apablla Jatuh saklt =elama melaksanakan
Konsultas|.

2. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industzi
Bobbln tidak menyediakan bukuy bacaan/kepustakaan.

3. Selama melaksanakan Konsultas! berpakaian sopan/bukan
kaos.

4. Setelah selesal, harus menyerahkan 1 expl, tindasan
laporan hasil Konsultasi kepada PT. Perkebunan Nusantara
X (Persero) Unit Industrl Bobbin,

5. furat iny dinyatakan berlaku mulaf tanggal surat dlke-
luarkan serta dinyatakan tidak berlaku lagl apablla yang
bersangkutan tldak memenuhl ketentuan tersebut dlatas,
atau sudah habis waktunya,

Demlklan untuk menjadlikan maklum.

AN NUSANTARA X PERSERQ)
WA NDUSTRI BOBB

ﬁ@

Tembusan : Lt
fﬁpﬂdr. Agustina wullastl
J1. Sumatra 104, “\
Jember



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPTRAN 3

Tobacco Co. of PA., Ine

158 Wast Libeny Stool, PO, Box 827, Lancaster, PA 1 760B-0B3T

hMegzrg,
Eancaster Leaf Tobacco Co.
198 West Liberty St., P. 0. Box 897
Lancaster, Pennsylvania 1 7608-0897
Inspection Certificate No. 1JA695 - D
This is to cettify that 1 have inspected the Tollowing tobaecos:

Contract No,: Baan — 1JA695 (ULALOL 4/2002)

Exporter: P, T. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero)
JL Jembatan Marah No, 3, Surabaya, East Java, Indonesia

Shipment and Destination: As per advice of Lancaster Leal Tobaceo 4 L G

Consignee: Lancaster Leaf Tobacca Co., 198 West Liberty 8t., P, 0. Box 897, Lancaster,
Pennsylvania 1760808497, U, S, A,

Deseription: Indonesian Besuki/ TBN & NGO Crops 2001
Grades/Quantities: PPN/104/TBN/2001 FI-BIR Long Open Laid Hand Strips Z (M+B) 420 bales
PPNAO4/TBN/2001 FI)A-BIR Long Open Laid Hand Sirips 2 (M+B? 240 bales
Totul =4 x40 . containers or 720 bales or approx. 72,000 kes. net (3 installinent shipment)

hMarkings: To be udvised, Nos g, Product of Indonesim;  Gross, tare, net

Quality: Above mentioned tobaccos were found in good order, well fertmented, pucked dry,
without any green or other undesirable tebaccos, free of foreign nuiltter and loose steny

I hereby suthorise Messis. P. T. PERKEDUNAN NUSANTARA X (Persero) te ship the gbove
menitioned tobaceos to the above mentioncd consignee and destination as per insiructions jssued
by Laneaster Leaf Tobacco Co., UL 5. A. for this purpose,

18 May 2003, Jember

For and on behalf of
Lancaster Leaf Tobacco Co.

Lim, Kong Y . Y. Lint)
Universal Leaf (4sin) Ple. Ltd.

co: BFD, 18
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LAMPIRAN 4

BUSER & Co.

Steinengraben Tehortiner
Postfach Telefax ',
4002 Basel / Schweiz e-mail:  buser. a

Basei, October 22, 2002

E-Maii o PT Perkebunan Nusantara X (Persaro Surabava/indonesia
At Mr. lrwan Basr - Direktur Pemasaian

LETTER OF INTENT

Following your fax massage dated Qctover 15, 2002 we herewith would like to
manifest our intention to purchase from your esteemed company the foliowing Java
BES/NO tobaccos out of the 2002/2003 crop:

wrapper tobaccas

BES/ND
PPN/M01 + 104 -3 x 20 comainers

Shade grewn
PPN/202VBNIFIK - 2 x 20 containers

0P grades anly, res) WIappers, N hingers

All relevant details, such as prices sripment 274 payment conditions will be fixed at
a iater date,

' gensral. we would (ke 1o point out that the market situation is somewhat uncertain
and hard to judge which makes it very difficult to anticipate the exact nesds of our
cusiomers

BUSER & CO.
W, Gersdorf

PTP, Jumbe;
KP Ferantara GmoH, Jembper
Perantara GmbH  Bremen
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LAMPIRAN 5

= a

PERTA“JJEAN KERJASAMA KOURDINASI PENTUALAN TEMBAKAL
Nomor © MA-KONTR/02 018

Pada hari ini, Senin tangpal 15 bulan Juli tahun duaribudua, yang bertanda tangan dibawah
mi;

L Niama
Jabatan | Duektur Utama Pl PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSER

Dalam Tal i bertndak  amuk aiau flas. nama Direksi PT. PEREEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) berkedudukan di Jalan Jembatan Merah 3 - 9 Surabaya, yang

selanjutnya dalam  perjanjian i disebut Eksportir selaku Koordinator atay PIHAK
KESATU.

IT. Nama Jabatan © Direktur

Dalam hal i bertindak untuk dan atas nama - berkedudukan di

Jenggawah - Jember, vang selanjutnya dalam perjanjian ini dhebut pe"uim tembakau selaku
Peserta Koordmast. atau sebaga PIHAK KEDUA,

Para Pihak dalam kedudukan masmg-masing telah sepakat mengadakan perjaniian kerjasama
untuk melaksanakan pemjualan tembakau secara  koordinasi alas tembakau BES/NO/200]
untuk tiguan ekspor ke Germany dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal |

KEWANBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA berkewagpban untuk menyediakan barang vang akan dijual kepada
pemhcll dalam jumlah dan persyaratan vang telah ditetapkan,
- PIHAK  KESATU  berkewajiban untuk  melaksanakan Koordinasi barang milik
FlH.ﬁ.K KEDUA dengan cara ekspor olel dan atas nama PIHAK KESATU.

Fasal 2
LE st perirepeen A C ars S0 Bal - 1R X =
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U

KUANTUM DAN HARGA

- PIHAK KESATU menerima dari PIHIAK KEDUA penverahan atas tembakay  tersebut

dalam perjanpan  im untuk di ekspor sejumlah ... bal @ 100 kg bersih per bal. dengan
komposis;

GRS - ... = ... bygl, dengan harga EUR. . . per | ke FOB Indonesia.

2. Harga tembakau avat | pasal 2 tersebut diatas adalah berdasarkan harga negosiasi
vang terjadi antara PIHAK KEDUA dengan pembeli vang direkomendasi oleh
PIHAK KESATU

Pnsal 3
KETENTUAN STANDARD PENGEBALAN

b Syarat dalam melaksanakan pengebalan tembakau yang harus dilakukan olell PIHAK
KEDUA adalah .

a Standard pengebalan  sesuai derigan  standard yang telah diketahw oleh PIHAK
KESATL dan PTHAK KFEDUA, sesuai dengan standard negosiasi

b. Setiap pengebalan harus ditarik contoh dari masmg-masing bal

¢ Pekerjaan ulang atas bal setelah diperiksa pembel dan temvata tidak sesuai dengan
standard  tersebut  butir a, menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemilik barang,
atau PITHAK KEDUA.

2. Pengecapan bal dengan menggunakan merk milik PIHAK KESATU harus dilakukan di
gudang milik PIHAK KESATU, selaku Koordinator

Pelaksanaannya dapar dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan atat PIHAK KESATL,

3. Biava-biava vang timbul di eudang koordinator vane berkaitan dengan
3.1 Menmkkan dan menurunkan bal
3.2. Oper stapel dan fumigasi
3.3 Pengecapan bal
3.4, Persiapun pemeriksaan oleh pembeli
3.5. Penjaitan kembali contoh-contol bal
3.6 Persiapan ekspor dan pengurusan dokumen ekspor
3.7. Pengebalan dan harga pembungkus
3 8. Penginiman contoh iembakan.
menjadi beban PIHAK KEDUA.

4. Apabila terjadi pekerjaan ulang, harus dilaksanakan di Gudang PIHAK KESATU atau di
Gudang PIHAK KEDUA dibawah pengawasan PIHAK KESATU dan FIHAK KEDUA.
dan dapat direalisic setelah ada persesuaian biava untuk pekerjaan tersebut dart PIHAK
KEDUA

Pasal 4

I aptey’ pepanpuiro A gew [0 b 0078 TN 3
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PEIAKSANAAN EESPOR

- Ekspor dilaksanakan oleh dan atas nama PIHAK KESATU, dengan mengpunakarn -

Angka Pengenal Ekspor (APE), tanda dagang dan tanda lain dari dan atas nama PIHAK

KESATL.

. Dokumen Ekspor dibuat seluruhnya atas nama PIHAK KESATU, dengan catatan, bahwa
jumiah bal tembakau yang akan dickspor tersebut bersifat mengikat PTHAK KEDUA untuk
imemeanuhimya.

3. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengujian mutu oleh instansi vang berwenang
sebelum  tembakau tersebut dalam perjanjian ini di ckspor, kepada PIHAK KESATU
diperkenankan untuk menyaksikan pemeriksaan dan atau pengujian muti tersebut.

Untuk i1, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan pada PIHAK KEDUA kapan
tembakau tersebut akan diadakan pemeriksaan/penguiian,

Apatila terdapat bal-bal tembakau vane dalam pemenksaan tersebut dimlai ndak
memenuhil persyaratan  untuk  dickspor,  maka FIHAK ~ KEDUA  diwapibkan  untuk
mengeanti dan memenuhinya. Apabila PTHAK  KEDUA tidak mempunyai  penggantt,
kepada PIHAK KESATU diperkenankan untuk memenunya dan atas hasit ekspor jumlah
dan mlal tembakau pengganti tersebut menjadi milik PIHAK KESATU,

4. Semua biaya yang timbul sebagar akibat ndak dapat dipenuhmyva jumlah bal oleh PIHAK
KEDUA,  karcna tidak sesuai dengan persyaratan yang dilentukan oleli Tnstanst vang
berwenang ataupun PIHAK KEDUA  tidak mempunyal penggantinya, sehingga
menimbulkan Claim ataupun biava, maka Claim ataupun biava tersebut menjadi beban
PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA tidak menenma atay ndak akan mengajukan permintaan uang muka

kepada PTHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor tembakau tersebut

dalam perjanjian mm.

T

Pasal &
RESIKO LA

Apabila  terjadi  Clann  dari  pihak  pembeli vatng nyats-nyvata  disebabkan  karena
kesalahan/kekeliruan yang tidak dapat dielakkan, maka atas resiko Claim tersebut para pihak
separal untuk menentukan sebagai berikut

|. Atas Claim yang jumlah physiknyva tidak secara Jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka
resiko Clamm akan menjadi beban PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU vang akan
dibebankan secara proporsional berdasarkan volume dan atan nilai ckspor dari PTHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA.

2. Atas Claim vang jumlah physiknya secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko”
Clasm akan dihitung dan dibebankan berdasarkan nomor bal vang dapat diketahut siapa
pemilikniya,

Untuk maksud tni, maka nomor dari bal tembakau milik PIHAK KEDUA dilampirkan

pada perjanjian mu

L atta potrsernen A4 we [0 bl - 0 8D =,
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Pasal 9
PEMBATYARAN

Pembavaran hasil ekspor dan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan
sebapal berikut |

L
2.

3.

Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk Valuta Asing.

Pembavaran pertama sesuai transfer dart Pembeli akan dilakukan olch PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Sisanya akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah
dikurangl biava administrasi dan pemakaian merk dagang.

Pasal 10
PEN LU

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian i, dengan persetujuan para pihak
dapat ditambahkan dalam lampiran dan menjadi addendum serta menjadi bagian vang
tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

. Apabila nmbul perselisihan sebagal akibat dan pelaksanaan perjanjian mi. para pihak

sepakal  untuk  menyelesaikan  secara musyawarah., Apabila penyelesaian  secara
musyawarah tidak dapat menghasilkan kata sepakat, maka para pihak memilih untuk
menyelesaikan melalui Pengadilan Negen Jember.

- Peganpan i mulai berlaku  sejak  ditandatangani, dan akan  berakhir  setelah

pembayaran hasil ekspor tembakau tersebut dalam penjanjian i selesal dilakukan oleh
PIITAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkanketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam pedjanjian im,

. Perjanpan i dibuat dalam rangkap 6 (enam) diantaranva lembar pertama dan lembar

kedua bermaterai cukup, vang masmg-masing mempunyai kekuatan hukum vang
sama,

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERQ)
DBIREKSI

Lt perianrim LT ges 40 bl - O AEEX &)
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Intemational Safe Contract

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
; TENTANG
PENJUALAN BARANG-BARANG INTERNASIONAL
(United Nations Convention on Contract
for the International Sale of Gonds)

PENDAHULUAN: Negara-negara peserta konvensi ini

Mengingar tujuan yang, luas dalam resolusi yang diambil dalam sidang
khusus keenam dari Sidang Umum Perserikaran Bangsa-bangsa rentang
pembentukan orde ckonomi internasional baru.

Mempertimbangkan bahwa perkembangan perdagangan internasional
atas dasar persamaan dan keuntungan bersama merupakan suatu unsur
yang penting dalam upaya mendorong hubungan bersahabar antara negara.

Berdasarkan pandangan bahwa penetapan pengaturan seragam yafg
akan mengatur kontrak-kentak untuk penjualan barang-barang internasi-
onal dan dengan memperhitungkan perbedaan sosial, ckonomi, dan sistem
hukum akan memberikan sumbangan untuk menghapuskan hambatan
hukum dalam perdagangan internasional dan mendorong pengembanpan
perdagangan internasional,

Telah bersepakat sebagai berikuc:

BAGIAN I: Lingkup penggunaan dan persyaratan umum
BAB 1. LINGKUP PENGGUNAAN

"asal 1

(1) Konvensiini dipakai erhadap kantrak penjualan barang-barang antara
pihak-pihak yang tempat hisnisnya berada di negara-negara yang
berbeda. i
(a) bila negara itu adalah negara yang ikut konttak: atau
(h) bila aturan hukum perdata iriternasional menuntun ke arah

penggunaan hukum negara yang ikur kontrak.

(2) Fakia hahwa pihak-pihak mempunyai tempat bisnis di negara-negara

vang herbeda tidak akan diindabikan bilamana fakea ini undak ampak
haik darl kantrak arau dan tiap urusan antara, atid dari informasi
vang diungkapkan oleh, pihale-pihak pada sembarang waktu sebelum

aran pada saar penutupan konrak.

(3) Tidak ada masalal nasionalicas dari pihak-pihak juga tdak ciri kewar-
gunegrLIn at komersial dari pihalk-pihak stan vang menyanghut
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kontrak yang akan diperhitungkan dalam menentukan penggunaan

dari konvenst ini,

PMasal 2

Konvensi ini tidak dipakai untk penjualan:

(a) Barang yang dibeli untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah
tangga, kecuali penjual, pada wakeu apa saja sehelum arau pada saat
melakukan kontrak, tidak tahu juga ridak mengerti bahwa barang itu
dibeli unruk keperluan .

(b) Melalui lelang.

(c) Pada eksekusi atau cara lain penegak hukum.

(d) Bursa, saham, surar berharga, instrumen perbankan, atau uang.

le) Kapal, perahu, kapal cepat, atau pesawat terbang,

Pasal 3

(1) Konerak untuk memasok baring-barang yang akan diolah pabrik atau
diproduksi akan dianggap penjualan kecuali pithak yang memesan
harang ity berkewnjiban memasok sebagian suku cadang dari bahan-
bahan yang perlu untuk dibuac di pabrik atau di prrioeliksi,

(2) Konvensi ini ndak dipakaj dalam kontrak dimana bagian yang berpe-
agaruh dari Kewajiban dari pihak yang memperlenghaps barang i
terchind dari pasokan tenaga kerja atau pekerjaan pelavanan lainnya.

Misal 4

Konvensi ini hanya mengatur pembuatan kontrak penjualan dan hak-hak

dan kewajiban dan penjual dan pembeli yang timbul dan kontrak jtu.

Keeuali secara tegas discbue dalam konvensi ini, khususnya konvensi ini

telak berhubungin dengan: y

2} Keabsahan konuak atau salah sati syarat-svaratnya atau suary kela-
ziman.

(b1 Akibar yang mungkin dirimbulkan konteak i menya ngkur pemilikan
danl barang vang dijual.

Pasal 5

Konvensi ini tidak herlaku rerhadap ranggung jawab penjual terhadap
kematian atan mencederal omng yang disebabkan oleh barang-harang i
rechadap siapa pun
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Pasal 6

Pihak-pihak boleh menolak pemalaian konvensi ini arau sesuai pasal 12
mengabaikan aaupun menyimpang dari akibat dari syarar-syarar mana pun.

BAB 1I: PERSYARATAN UMUM

Pasal 7

(1) Dalam menafsickan konvensi ini, perhatian harus ditujukan pada sifat
internasionalnya dan keburuhan untuk mendorong keseragaman
dalam pemakaiannya dan pengamatan terhadap itikad baik dalam
perdagangan internasional.

(2) Pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan materi yang diatur oleh
konvensi ini yang tidak jelas diatur di dalammya haruslah diselesaikan
sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya, dan bila
tidak rerdapac prinsip itu, maka diatur scsuai dengan hukum yang
berlaku dengan memakai jasa baik aturan-aturan dari hukum perdata
internasional.

Pasal B

(1) Untuk tujuan dari konvensi ini pernyataan yang dibuac vleh dan sikap
lainnya dari sacu pihak harus diartikan sesuai dengan niat dimana
pihak lain tahu atay rak mungkin ridak tahu apa niat it.

(2) Jika paragraf yang sehelumnya tidak dipakai, pernyataan yang dibuat
aleh dan sikap lainnya dari satu pihak harus diarcikun sesuai dengan
pengertian bahwa sescorang itu adalah sama seperti pihak lain dan
juga dalam situasi yang sama.

(3) Dalam menentukan niat dari satu pihak arau pengertian seseorang
i, harusiah dilakukan pertimbangan yang sunggith-sungguh terha-
dap semua hal yang berhubungan dengan kasus itu, termasuk per-
undingan, prakiek-prakeek yang telah pernah dilakukan pihak-pihak
itu, kebiasaan, dan riap sikap sclanjutnya dari pihak-pihak o

Pasal 9

(1) Tihak-pihak adalah cerikar oleh riap kebiasaan yang telah mereka
sepakati dan oleh tiap prakeek yang relah mereka bangun antara sesama
mereka.
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(2) Pihak-pihak diperkirakan, kecuali sebaliknya disepakari, telah akuan
melaksanakan dalam kontraknya atau dalam pembentukan sata kebia-
saan dimana pihak-pihak telah mengetahui atau diperkirakan sudah
mengetahui dan dalam perdagangan internasional sudah dikenal luas,
dan secara teratur diamarti oleh pihak-pihak yang rerlibac dengan

kontrak iru jenis-jenis yang berhubungan dengan perdagangan khusus
yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk tujuan konvensi ini:

{a) Jika satu pibak mempunyai lebih dari saru rempat bisnis, maka tempar
bisnis adalah yang mempunyai hubungan yang rerdekar dengan kon-
trak itu dan pelaksanaannya, mempunyai pemahaman dengan keadaan
atau yang telah dipikirkan aleh pihak-pihak pada saac sebelum arau
pada saar penandaranganan konteak inu.

{h) Jika saru }1i]1;|k tidak mempunyai suatu tempat bisnis, maka rujukan
harus dibuat pada rempar kediamannya.

Pasal 11

Suatu kontrak penjualan tidak perlu disimpulkan atau dibuktikan secara
rereulis dan tidak tunduk pada peesyaracan lain mana pun mengenai benmuk.
Kontrak it dapat dibukrikan dengan easi apa saja. rermasuk dengan cara
suksi.

Pasal 12

Tiap syarar sesuai pasal 11, pasal 29 dan Bagian 11 dari konvensi ini yang
memungkinkan kentrak penjualan aran medifikasinya arau pembatalan
dengan perjanjian atau melalui penawaran apa saja, alseprast atan indikasi
lainnya mengenai niat yang akan dilaksanakan dalam berbagai bentuk
<elain dari cara tertulis ridak akan berlaku bila salah satu pihak mempunya
tempar bisnisnya di negara peserta yang relah mengeluarkan pernyataan
sesuai pasal 96 dari konvensi ini. Pihak-pihak tidak boleh meaghindar
dari atau mengahaikan akibat dari pasal ini.

Pasal 13

Untuk nzjuan konvensi ini “rertulis” termasuk telegram dan releks.
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BAGIAN II: Pembentukan kontrak

Pasal 14

(1) Sebuah usul untuk menyetujui sebuah kontrak yang ditujukan kepada
seseorang atau lebih merupakan suatu penawardn jika usul itu diru-
muskan secara lengkap dan mengindikasikan niat dari yang mena-
warkan akan mengikat bila direrima. Suaru usul dianggap dirumuskan
secara lengkap jika memberikan indikasi tenrang barang itu atau secara
jelas atau secara tidak langsung menctapkan atau memungkinkan
untuk menetapkan jumlah kuantum dan harganya.

(2) Suatu usul yang lebih dari satu yang dialamatkan kepada satu atau
lebih dari satu orang akan dianggap semata-mara sehagai sebuah
undangan untuk mengajukan penawarar, kecuali bila ditegaskan hal
yang sebaliknya oleh orang yang mengajukan usul ir.

Pasal 15

(1) Suatu penawaran akan dianggap berlaku bila penawaran ity mencapa
pihak yang ditwwart.

(2) Suatu penawaran, sekalipun bersifar tidak dapat dibatalkan, baleh
ditarik kembali jika penarikan it sampai kepada pihak yang dirawari
vy sebelum atau pada waktu yang sama dengan penawaran i,

Pasal 16

(1) Sampal sebuah kontrik disepakari suatu penawaran boleh dibatalkan
iika pembatalan itu sampal kepada pihak yang dicawari scbelum dia
mengirimkan tanda persetujuan.

(2} Namun demikian, suaty penawaran tidak boleh dibataikan:

(2) jika ia memberi indilas) (petunjule), apakah denpan cara menye-
by ckia Suacn waken yang pasti untul memberikan perserujuannyi

{akseptasi) atau cara luin, hahwa penawaran it adatab bersifat
tidak dapar dibataikan, atau

ey ik bl e dianggap wajar plely penerima penawaran frn
mEmpercayal penawaran i1t sebigz SUATU peoawaran ying lersifa
tidak dapat dibasalkan dan penerima penawarin it telah berbua
atas dasar kepergayaan pada pemawiran (1N
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Pasal 17

Suaru penawaran, sekalipun bersifat tidak dapar dibatalkan, akan berakhir

bila

(1)

(3)

(1)

160

penolakan telah sampai kepada pihak yang menawarkan.

Pasal 18

Suatu pernyataan yang dibuat oleh atau tindakan lain dari yang mene-
rima penawaran yang mengindikasikan persctujuannya terhadap suatu
penawaran adalah suatu pernyaraan persetujuan (akseptasi)

Suatu akseprasi dari suatu penawaran akan menjadi efekrif pada saat
indikasi persetujuan iru mencapai pihak yang menawarkan. Suatu
akseptasi tidak efekeif jika indikasi atas persetujuan itu ridak mencapai
pihak yang menawarkan dalam wakeu yang ditentulan pihak yang
menawarkan arau, jika tidak ada wakeu yang ditentukan, dalam waken
yang layak, dengan memperhitungkan kondisi transaksi itu, termasuk
kecepatan alat komunikasi yang dipakai oleh pihak yang menawarkan.
Suatu penawaran lisan haruslah diakseptasi segera kecuali keadaan
memberi indikasi sehaliknya.

Namun, jika disebabkan karena jasa dari penawaran it sebagai hasil
dari suatu prakrek yanp relah dibangun oleh pihak-pilak bersangkutan
antara mereka, arau karena kehiasaan, pihak yang dicawart mungkin
memberi indikasi aras persetujuannya dengan cara melakukan sesuacu
rindakan, seperti tindakan mengirimkan barang arau membayar harga
barang, ranpa membeni tahu kepada pihak vang memberikan pena-
waran, maka akseprasi seperti it menjadi efekeil pada saar tindakan
itu dilakukan, asal saja tindakan itu dilalukan dalam jangka wakru
yang ditentukan dalam paragraf sebelum ini.

Pasal 19

Suatu jawaban terhadap suatu penawaran yang berisikan suaru aksep-
tasi tetapi berisi ambahan, pembatasan, atau modifikasi lainnya adalah
suary periolakan atas suatu penawaran dan merupakan suac pena-
waran tandingan (connrer offer).

Namun suaru jawaban rechadap suaru penawaran vang beristkan suamu
akseptasi tetapi berisikan tambahan aray syarat-syarat vang berbeda
yang secara materi ridak mengubah syarac-syarar dari penawaran akan
dianggap mewakili pernyataan akseprasi, kecuali pihak vang mena-
warkan, tnpa terdlambar, menyitakan keberatan scear lisan terhadap
penyimpangan it atan mengirimkan nota pemberihuan berkenaan
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dengan inw Jika dia tidak menyatakan keberatan seperti itu, maka
syarat-syarat dalam kontrak adalah syarat-syarat yang discbut dalam
penawaran dengan modifikasi yang tercantum dalam akseptasi.

(3) Tambahan atau syarac-syarat yang berbeda sehubungan dengan i,
antara lain mengenai harga dan waktu penyerahan, luasnya tanggung
jawab satu pihak rerhadap lainnya atau tentang penyelesaian sengkera
diperkirakan akan mengganti syarat-syarat penawaran secara materi.

Pasal 20

(1) Suaru jangka waken yang ditetapkan untulk akseptasi oleh pihak yang
menawarkan dengan kawat atau dengan surat mulai dihirung sejak
kawat itu diserahkan untuk dikirim atau sejak ranggal yang tertulis
dalam surat itu atau, jika tidak ada tanggal itu tercantum, dikitung
dari tanggal yang tertera di amplop. Jangka waktu untuk akseprasi
vang ditetapkan oleh pihak yang menawarkan dengan telepon, teleks,
atau alat-alar komunikasi siap pakal lainnya, dihitung mulai berlaku
pada saat penawaran itu sampai kepada pihak yang ditawari.

(2) Hari raya resmi dan hari-hari libur yang terdapat dalam janglka waktu
untuk akseprasi termasuk dalam hirungan janghka wakew termaksud.
Namuin bila pemberitahuan tentang akseprasi ridak dapat disampatkan
di alamat pihak yang mengirimkan penawaran pada hari terakhir
karena hari it jaruh pada hari raya resmi atau hari libur bisnis di
rempat bisnis dari pilak yang menawarkan, maka jangka witkiu alesep-
rast it diperpanjang sampai hari pertama bisnis berikuenya,

Pasal 21

(1) Suatu akseptasi yang terlambar bagaimanapun akan menjadi efekeif
schagai suatu akseptasi jika pihak yang menawarkan canpa tetlimbat
secara lisan memberiahukan pihak yang ditawari atau mengirimkan
suaru pemberitahuan berkenaan dengan itu,

(2) Sekiranya sehuah surat arau bentuk rulisan lainnya yang berisikan
statu pernyataan aksepras yang terlambar terhuked hahwa surat jru
relah dikifimbkan dalam keadaan sedemikian rupa bahwa jika dikirim-
kan secara normal akan sampai ke tangan pihak yang menawarkan
repat waktu, maka akseptasi yang terlambat it akan dianggap sebagai
akseprasi yang efekif kecuali, tanpa rerlambat, pihak yang menawarkan
secara lisan memberitahu pihak yang ditawari bahwa penawarannya
sudah berlalu atan mengirimkan suatu pemberitahuan dengan tujuan
}"i'l:'lg Sama.
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Pasal 22

Suatu akseptasi dapar ditarik kembali jika penarikan iru mencapai pihak
yang memberi penawaran sebelum atau pada saat yang sama dengan
akseprasi ite yang akan menjadi efekrif.

Pasal 23

Suatu kontrak akan mengikar pada saat bila suaru akseprasi menjadi efektif
sesual dengan ketentuan syarat-syarat dari konvensi ini.

Pasal 24

Untuk rwjuan dari bagian ini dari Kanvensi ini, suatu penawaran, persya-
ratan akseptasi, atau indikasi keinginan lainnya mencapai kepada si alamar
hila disampaikan kepadanya secara lisan atau diserahkan dengan alat-alat
lainnya kepadanya secara pribadi, ke tempat bisnisnya, atau pada alamar
sutit-menyurat, atau bila dia ridak mempunyai tcempar bisnis, atau alamar
surat, kepada rempar kediamannya yang biasa.

BAGIAN IIIl:  Penjualan barang-barang
BAB 1: PERSYARATAN UMUM

Pasal 25

suany pelanggaran kontrak vang dilakukan oleh salah saru pihak adalah
mendasar jika hal itu membawa akibar kerugian sedemikian rupa kepada
pihak ain seperti secara substansial merampas dari padanya apz yang men-
jadi haknya dalam konrrak i, kecuali bila pihak yang melanggar i
tickik melilat sehelumnya dan DEANE vang l".nf'rlﬂnggllng jawvah agas hal
vitlg serupa juga tidak melihar akibar yang demikian itu.

Pasal 26

Straty permyarzan menghindar dari kenoak akan efekaf b it bils dilaku-
kan dengan cara memberitahukan kepada pibak lam,

Pasal 27

Keeuali sebaliknya secara jelas terdapar dalam Bagian ini dari konvensi
ini, Jika adi pembericdhuan, permintaan, atao komunikasi lain yang diberi-
kan atan dilakulan nleh saru pihak vang sesuai dengan Bagian ini dan
dengan alaz vang cocok dengan keadaannya, suatn kelambaran arau
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kesalahan dalam penyampaiannya atau tidak sampai ridaklah menghi-
langkan hak pihak bersangkuran untuk mempercayai komunikasi,

Pasal 28

Jika, sesuai dengan persyararan dari konvensi ini, satu pihak berhak untuk
memint melakukan sesuatu kewajiban oleh pihak lain, pengadilan tidaklah
rerikar untuk memberikan pertimbangan rerhadap perbuatan spesifik
kecuali bila pengadilan berbuar demikian sesuai hukumnya sendin dengan
menghargai kontrak penjualan serupa yang tidak diatur dengan konvensi

1nl.

Pasal 29

(1) Suatu kontrak boleh dimeodifikasi atau diakhin dengan semata-mara
kesepakatan dari pihak-pihak.

(2} Suatu kontrak terculis yang berisikan suaru persyaratan memburihkan
modifikasi atau mengakhiri dengan kesepakatan secara tertulis tdak
boleh dilakukan modifikasi atau mengakhirinya dengan cara kesepa-
katan vang sebaliknya, Namun, satu pihak boleh mengabaikan hal
itu dengan tindakannya dari menyatakan persvarazan semacam itu
sepanjang bahwa pihak lain telah dapar mempercayai tindakan imu.

BAB 1I: KEWAJIBAN PENJUAL

Pasal 30

Penjual harus menyerahkan barang, menvernhterimakan dokumen yang
berhubungan  dengan mereka dan memindabkan hak milik atas barang,
seperti dituntur oleh konerak dan konvensi ink,

Seksi 1 Penyerahan barang dan serah rerima dokumen

Pasal 31

Jika penjual ridak berkewajiban untuk menyerahkan barang di satu tempat

khusus vang lain, maka kewajibannya untuk menyerahkan barang reedin

dari:

{a} lika konerzk penjualan menyangkur penganghkuran barang pada saat
menverahrerimakan barang kepada pengangkur perrama untuk
direruskan kepada pembeli,
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(bY Jika, dalam kasus yang bukan rermasuk dalam subparagraf yang

terdahulu ini, kontrak berhubun
barang yang tidak diidentifikasi

gan dengan barang khusus, atauy
yang akan diambil das persediaan

spesifik atau masih akan dibuar atau akan diproses,
persetujuan kontrak pihak-pihak sudah mengetahui

barang telah berada di, atay relah
tempat khusus—dengan cara men
nangan pembeli di tempar i,

dan padu saac
bahwa harang-
akan dibuat atau diproses di saru
empatkan barang ke dalam kewe-

te) Di dalam kasus lainnya—di datam menempatkan barang ke dalam
kewenangan pembeli di tempar dimana penjual mem
bisnis pada saar kescpakatan kontrak iru.

punyai rempat

Pasal 32

(1) Jika penjual, sesuai dengan koncrak acau konvensi ini, menyerahterima-
kan barang kepada scorang pengangkur dan jika barang itu tidak
jelas diidentifikasi kepada kontrak dengan cara membuac merek aras
barang-barang iru, dengan dokumen pen
penjual wajib memberikan kepada pemb
pengiriman itu dengan merinci barang.

gapalan atau lainnya, maka
eli pemberitahuan mengenai

(2) Jika penjual berkewajiban unruk mengurus pengangkutan barang.
barang itu, dia harus membiine kontrak semacam it u yang memerlukan
angkutan sampai ke tempar yang ditentukan
transpor yang cocok untuk keadann ity sesuai dengan
yang lazim untuk transportasi semacam e,

drng-m memakai alar
syarat-syarat

(3) Tika penjual ridak wajib unntk melakokan penutupan asuransi sehu-
bungan dengan pengangkuran barang-barang itu, dia harus, aras
permintaan pembeli, untuk menyediakan pembeli dengan semua infar-
masi yang tersedia, yang dibucuhkan uneuk memungkinkan pembel;

melakulkan penurupan asiuransi,

Pasal 33

Penjual wajib menyerahlan barang;

(a) Jika suaty tanggal ditetapkan oleh atau ditentukan dalam kontrak,

pada rnng_u;;:.l Tty

(L) Jika saru jangka wakpu ditetapkun atau dicenrukan dalam
pada setinp wakeu dalam jangka wakes o, kecuals
menunjukkan bahwa pembeli dapat memilih suary tanggal, arau

fe} Dalam kasus lainnya, dalam wakeu yang layak setelah kesepakatan

dari kontrak o
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Pasal 34

Jika penjual diwajibkan untuk renyerahterimakan dokumen sehubungan
dengan barang itu, dia harus menyerahterimakannya pada wakeu dan
tempar dan dalam bentuk yang diminta dalam kontrak itu. Jika penjual
relah melakukan serah terima dokumen iru sebelum waktu itu, dia
mungkin, sampai pada saat itu, menjamin segala kekurangeocokan doku-
men itu, jika pelaksanaan dari hak-hak ini tidak menyebabkan pembeli
menjadi kurang senang atau memikul biaya-biaya yang tidak wajar. Namun
demikian, pembeli tetap mempunyai hak untuk melakukan klaim keru-
sakan sebagaimana diatur dalam konvensi ini.

Seksi 1l Kecocokan barang dan klaim pihak ketiga

Pasal 35

(1} Penjual wajib menyerahkan barang yang jumlahnya, mutunya, dan
uraian barang yang diminta dalam konrrak yang dipetikan atau
dibungkus dengan cara yang diminta dalam konerak itu.

(2} Kecuali dimana pihakepihak bersepakat dengan cara fain, maka harang
tidak cocok dengan kontrak kecuali barang iu:

(a) adalah sesuai dengan wjuan untuk apa barang-barang dengan
uraian yang serupa lazimnya dipergunakarn;

(k) adalah sesuat dengan rjuan khusus yang secara jelas atan secara
riddak langsung diberi tahu kepada pen wal paca saat perserujuan
kantrak, kecuali bila keadaan menunjukkan hahwa pembeli tidak
percaya, atau bahwa hal ina dianggap wagar untuk tdak dipercayai,
tentang keahlian dan pertimbangan penjual;

{c) memiliki mut barang yang penjual telah menyediakan contoh-
nya amu modelnya lkepada pembeli;

(d} dipetikan arau dibungkus dengan cara yang lzzim untuk barang
sejenis, atan bila tidak ada cara semacam itut, dengan cara yang
cukup untuk mengamankan arau melindungi barang inu.

(3) Tenjual tidak berranggung jawab sesuai subparagraf (a) sampai {d)
dari paragraf rerdahulu aras kurang cocoknya barangbarang jika pada
saat penurupan kontrak pembeli thu st tidale mungkin relah tidak
mengetahui tentang kekurangeocokan it
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Pasal 36

(1) Penjual bertanggung jawab sesuai dengan kontrak dan konvensi ini
untuk setiap ketidakcocokan yang terdapat pada saat risiko atas barang
telah berpindah kepada pembeli, kendatipun kekurangeocokan itu
baru menjadi jelas setelah wakru itu.

(2) Penjual juga ber[anggung jawab untuk seriap kekurangeocokan yang
tetjadi setelah wakeou yang diindikasikan pada paragraf terdahulu dan
jugs yang disebablan oleh kegagalan dari setiap kewajibannya, termasuk
kegagalan dari setiap jaminan bahwa untuk suaru jangka wakeu, barang-
bamng ﬂkﬂ_ﬂ tﬂ'ﬂlp COCO]{ Ll.'l'.l[ll.k Fl.ljl.lﬂl'l }?H.I'Ig bIEESR atau untuk PCHgELmﬂa.ﬂ
khusus lainnya arau akan tetap memiliki mutu dan cird yang diperinei.

Pasal 37

Jika penjual telah menyerahkan barang sebelum anggal yang ditentukan
untuk penyerahan, dia mungkin, sampai pada ranggal itn menyerahkan
barang dengan bagian yang hilang atau kekurangan dalam kuantum dari
barang yang telah discrahkan, atau menyerahkan barang pengganti uncuk
barang-barang vang ridak cocok yang telah diserahkan arau sebagai
imbuhan bagi barang vang kurang encok yang telah diserahkan, asal saja
pelaksanaan dar hak-hak itu tidak menimbulkan akibar kepada pembeli
gangguan yang todak wajar atau biaya vang tidak wajar.

Pasal 38

{1} Tembeli harus memenlsa barang-barang, atau vany -::L'rm|1‘|g|c':n|{ﬁn

r
5t

barang it diperiksa, dalam wakto sesingkar mungkin sesuai keadaan,

{2) Jika kontrak menyanglkur }1L~np;;1ngkur:m barang-barang, pemeriksain

(31 Jika barang-barang dialihkan tujuannya selama dalam perjalanan arau
diubah pemberangkatannya oleh pembeli tanpa kesempatan yang layak
unruk melakukan pemeriksaan olehnya dan pada wakru penutupan
kantrak penjual telah tahu atau diduga telah mengerahut kemungkinan
pengalihan tujuan atany perubahan pemberangkaean i, maka peme-
riksaan boleh dicunda sampar pada saac barang elah vba ditempat
tujuan yang baru.

Pasal 39

{1} Pemheli kehilangan hak untek bergantung pada kekurangcocokan
barang jika dia adak memberitahukan kepada penjual yang mennes
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sifat-sifar dari kelurangcocokan itu dalam waktu yang wajar seeelah
dia menemukan ketidakcocokan it atau diduga relah menemu kannya.

(2) Dalam tiap peristiwa, pembeli kehilangan hak aras ketidakeocokan
dari barang-barang jika dia tidak memberitahukan penjual mengenai
hal itu selambatnya dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak
tanggal barang-barang telah diserahterimakan kepada pembeli, kecuali
bila batas wakei ini tidak konsisten dengan masa jaminan dari kontrak

Pasal 40

Penjual tidak berhak untuk bergantung pada syarat-syarat pasal 38 dan 39
jika kekurangeacokan itu berhubungan dengan fakea yang dia sudah tahu
atau tidak bisa tak menyadari dan yang dia-tidak memberitahukannya
kepada pembeli.

Pasal 41

Penjual wajil menyerahkan barang yang bebas dari hak apa pun atau klaim
dari pihak ketiga, kecuali bila pembeli seruju untuk mengambil barang
itn bersyarat pada hak-hak iru atau klaim. Namun, jika hak semacam itu
atau klaim didasarkan pada hak industri atau hak atas kekayaan intelektual
lainnya, maka kewajiban dari penjual diatur dengan pasal 42.

Pasal 42

{1} Penjual waiib menyerahkan barang-barang yang bebas dari hak-hak
arau klaim dari pihak ketiga yang berdasarkan hak milik industri atau
hal kekayaan inrelektual lainnya, dimana pada saat penutupan kontrak
penjual telah tahu arau udak mungkin tidak menyadari asalkan saja
hak atau klaim itu didasarkan pada hak milik induseri atau hak keka-
vaan intelekiual lainnya:

(a) di bawali hukum dari negara dimana barang-barang it akan
dijual atau dipakat, jika hal iru telah dipertimbangkan oleh pihak-
pihak pada saar penutupan kontrak bahwa barang-barang akan
dijual atau dipakai di negara iru, arau

(h) dalam kasus lainnya, di bawah hukum dart negara dimana pembeli
mempunyal tempat bismisnya.

(2) Kewajiban dari penjual di bawah paragraf rerdahulu tidalk berlakn
unrik kasus dimana:
(a) pada wakw penutupan kontrak pembeli telah tahu atau tak
mungkin tak menyadari atas hak-hak it atau klatrm itu, atau

167



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Keonteak Dagang Ekspor

(b) hak-hak atau klaim itu sebagai akibar dari kewajiban penjual
melengkapi dengan gambar-gambar teknis, rancangan, formulasi,
atau spesifikasi semacam it yang diberikan oleh pembeli,

Pasal 43

(1) Pembeli kehilangan haknya untuk bergantung pada syarat-syarat dalam
pasal 41 atau pasal 42 jika dia ridak memberitahukan kepada penjual
yang merinci sifat-sifar dari hak-hak atau llaim dari pihak ketiga
dalam waktu yang layak setelah dia menyadari atau dianggap telah

mengetahui tentang hak-hak aau klaim iw.

(2) Penjual tidak berhak unruk bergantung pada persyaratan dari parageaf
terdahulu jika dia telah tahu tentang hak-hak itu atau klaim dari
pihak ketiga dan sifar-sifatnya.

Pagal 44

Sekalipun persyaratan dalam paragraf (1) dari pasal 39, dan paragraf (1)
dari pasal 43, pembeli mungkin menurunkan harga scsuai dengan pasal
50 atauy mung.'-]ur-mn klaim kerpsakan, kecuali kerugiin atas Il:mmtungan,

ika dia telah meminta maaf secara wajar karena kegapgalannya dalam mengi-
tim pemberitahuan yang diperlukan.

Seksi 1T Imbuhan ats pelanggaran kontrale oleh penjual

Pasal 45

(11 Jika penjual gagal unruk melakukan kewajibannya sesuai konerak atau
konvensi ini, pembeli bisa:
{al Mempergunakan haknya seperti dimaksud pasal 46 sampai 52.
{b) Mengklaim kerugian scperti dimaksud pasal 74 sampai 77,

(2) Pembeli tidak akan kehilangan haknya tethadap hak apa saja yang
mungkin dipunyainya unruk mengklaim ganri rugi dengan menuntue
haknya terthadap imbuhan lainnya.

(3) Tidak ada tenggang wakeu yang diberikan kepada penjual oleh penga-
dilan atau dewan arhirrasi bila perbeli mencari perlindungan uneuk
memperoleh imbuhan karena kegagalan kontrak.

166



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3)

(1)

Digital Repository Universitas Jember

¥

Pasal 46

(1) Pembeli mungkin memina pelaksanaan oleh penjual terhadap kewa-

jibannya kecuali bila pembeli telah mencan perlindungan terhadap
imbuhan yang tidak konsisten dengan tuntutan ini.

(2) Jika barang-barang ridak cocok dengan kontrak, pembeli mungkin

menuntut penyeraban barang pengganti hanya bila kekurangeocokan
itu merupakan suatu kegagalan yang mendasar dari kontrak dan per-
mintaan untuk memperoleh barang pengganti dilakukan baik dengan
cara bersama-sama dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dengan pasal 39 atau dalam wakm yang layak sciclahnya.

Jika barang-barang tidak cocok dengan kontrak, pembeli boleh
meminta kepada penjual imbuhan atas kekurangeocokan itu dengan
melakukan reparasi, kecuali hal ini kurang wajar dilihat dani keselu-
ruhan masalah. Perminraan untuk melakukan reparasi mesn dilskukan
b:lik dﬂ:l'lg.']n CAra I_'I-Ersamﬂ‘ﬁ:l.l'l"l'.l {Eﬂﬂgﬁl'l pl:ﬂ'lb{:rifﬂhuﬂﬂ Mbagﬂimﬂﬂﬂ
dimaksud dengan pasal 39 arau dalam waktu yang layak setelahnya,

Pasal 47

Pembeli boleh menetapkan suaty fangka wakoy mmbahan yang cubkup
panjang untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dipetlukan oleh
penjual.

Kecuali pembeli telsh menerima pemberitabuan dari penjual bahws
dia tidak akan melaksanakan tugasnya dilam wakey yang sudah dite-
taphan, pembeli udak boleh, selama janghka wakeu i, mencari perlin-
dungan karenia kegagalan kontrak. Namun, pembeli ndak kehilangan
halk ving mungkin dimilikinya unruk mengklaim ganti rugt karena
kelambaran dalam pelaksanaan,

Pasal 48

Bersyarar pada pasal 49, penjual mungkin, bahkan setelah anggal
penverahan, mengupayakan menolong atas beban biaya sendini setiap
ktglﬂ;liﬂ ﬂ'ltj.ﬁkukiﬂ k{\'ﬁ'ﬂiihﬂﬂﬂ:"ﬂ.. jlkll dlﬂ dﬂih“ |'|'|E1:1klﬂ'i1n |'|=l-|-
iy tanpa kelambatan yang ndak wajar yang menyebabkan pembeli
mengalami gangguan yang tidak perlu atau ketidakpastian mengenai
pengembalion vang oleh penjual atas wang muka biaya yang diberikan
pembeli, Namun, pembeli tetap mempunyai setiap hak untuk meng-
klaim ganti rugi seperti dimungkinkan oleh konvensi ini.
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{2) Jika penjual meminta pada pembeli untuk diberi tahu apakah dia

(4)

(1)

70

akan menerima pelaksanaan dan pembeli ridak memenuhi permintaan
itu dalam jangka waktu yang wajar, penjual boleh melaksanakan tugas-
nya dalam waktu yang diindikasikan dalam permintaannya. Pembeli
tidak boleh dalam jangka wakeu itu, mencari hantuan yang tidak
konsisten dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan olch penjual.

Suatu pemberitahuan oleh penjual bahwa dia akan melakukan tugis-
nya dalam jangka wakru yang diperinci akan dianggap sebagai term-
asuk sebagai suatu permintaan, yang dimaksud dengan paragraf
terdahuly, bahwa pembeli harus memberi tahu keputusannya,

Suaru permintaan atau suaty pemberitahuan oleh penjual yang dimak-

sud dengan paragraf (2) atau (3) dar; pasal ini tidak akan efekrif kecuali
telah diterima oleh pembeli.

Pasal 49

Permbeli boleh menyatakan konerak bacal:

(a) Jika kegagaian olch penjual unwk melaksanakan kewajibannya
yang disebur dalam kontrak atau konvensi ini sebanyak yang
secara fundamental merupakan kegagalan kontrak, acau

(b} Dalam kasus nondelivery ", jika penjual tidak menyerahkan barang
dalam jangka wakeu tambahan yang relah ditetapkan oleh pembeli
sesuai dengan paragraf (1) pasal 47 acau pernyaraan bahwa dia
udak akan menyerahkan barang dalam jangka wakeu yang telah
ditetapkan sedemikian iru.

INamun, dalam kasus dimana penjual relah melakukan penyerahan
barang, pembeli akan kehilangan haknya untuk menyatakan
pembaralan konerak kequali dia melakukan hal it
fa) Dalam hal kelambatan pengiriman, dalam fngka wakiu yang
wagar seeelah din menyadari bahwi penyecilun el dilalulen.,
(h) Dalam hal kegagalan lainnya selain dari kelambatan penyerahan,
dalam jangka wakeu yang wajar.
(1} Setelah dia mengerahui atau diperkirakan sudah mengetahui
kegagalan it
[} Serelah berakhirnya masa perpanjangan yang ditetapkan oleh
pembeli sesuai dengan paragraf (1) pasal 47, arau setelah
penjual menyatakan bahwa dia tdak akan melaksanakan
kewajibannya dalam jangka wakeu vang diperpanjang itu,
alakl
(i) Serclih bersklienya waktu perpanjangan vy, diindikasikan
olel penjual sesuai dengan paragraf (2) pasal 48 arau secelah
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pembeli telah menyatakan bahwa dia ridak akan menerima
hasil kinerja itu.

Pasal 50

Jika barang-barang tidak cocok dengan kontrak dan apakah pembayaran
harga sudah dibayar atau belum, pembeli boleh memotong harga dengan
perimbangan yang sama seperti nilai barang yang sehenarnya sudah diserah-
kan pada saat waktu penyerahan yang sama nilainya dengan barang yang
serupa pada saat itu. Namun, jika penjual menolong kegagalannya untuk
melakulkan kewajibannya sesuai dengan pasal 37 atau pasal 38 atau jika
pembeli menolak untuk menerima hasil upaya (kinerja) dari penjual sesuai
dengan kerentuan pasal-pasal itu, maka pembeli tidak boleh memotong
harga.

Pasal 51

(1) Jika penjual menyerahkan barang hanya sebagian atau jika hanya
schagian dari barang-barang yang suckih diserahkan yang cocok dengan
koncrak, maka dipakal pasal 46 dan 50 untuk bagian yang hilang itu
atan hagian yang tidak cocok imu,

(2} Pembeli boleh menyatakan kontrak batal sepenuhnya bila kegagalan
untuk melakukan penyerahan itu seluruhnya arau keridakecocokan
itu merupzkan jumlah yang mendasar untuk pembatalan kontrak.

TPasal 52

(1) lika penjual menyerahkan barang-barang sebelum ranggal yang
ditetapkan, pembeli boleh menerima penyerahan itu atau menolak
uncuk mencrima penyerahan itu.

(2) Jika penjual menyerahkan suatu kuantum barang yang lebily besar
dari vang dischut dalam kontrak, pembeli boleh menerima penyerahan
it ataw menolak penyerahan kuwantum yang herlebih iru, Jika pembehi
menerima penyerahan seluruh atau sehagian dari kelebihan kuantum
itw, dia waiib membayarnya sesuai dengan harga kontrak.

.

BAB 11l; KEWAJIBAN PEMBELI

[asal 53

Pembeli wajib membayar harga barang dan menerima penyerahan barang
seperti disebut dalam kontrak dan kenvensi i
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Pasal 54

Kewajiban pembeli untuk membayar harga termasuk tindakan mengambil
langkah-langkah dan melengkapi dengan formalias yang mungkin dituneut
dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan
pelaksanaan pembayaran.

Pasal 55

Bila suatu kontrak secara syah sudah ditutup recapi ridak secara tegas atau
secara tersamar ditetapkan arau membuat syarat-syarar untuk menentukan
harga, pihak-pihak dianggap, dalam keadaan ketidakadaan indikasi sebalik-
nya, telah secara diam-diam mernjuk pada harga yang umumnya dikenakan
pada saar penutapan koot untnk barang-baring semacam i yang dijual

pada kondisi yang sebanding dalam bidang perdagangan vang bersang-
kutan.

Pasal 56

Jika harga barang ditetapkan berdasirkan berae barang, dalam hal ada
keraguan maka ditentukan atas dusar berac-bersih,

Pasal 57

(1) Jika pembeli ndak diwajibkan nnruk membayar harga di suacy rempL
khusus yang lain, dia harus membayarsya kepada penjual;
(a) ditempat hisnis dari penjual, arau
(b) jika pembayaran harus dilakukan dengan penyerahan barang acay
dokumen di tempat dimana serah tenma it dilakukan.

(2} Penjual harus memikul biaya-biaya ambahan insidentil terhadap pem-
bayaran yang disebabkan olch perubahan tempart bisnisnya menyusul
penutupan konerak.

Pasal 38

(13 lilea pembeli ridak diwajiblan wntuk membayar harpa pada sate wakeo
vang spesifik dia wajib membayarnya bila penjual menempatkan
barang maupun dokumen yang memungkinkan pelepasan atas barang
ke dalam kewenangan pembeli sesuai dengan kontrak dan konvensi
ini, Penjual dapat membuar pembayaran itu sebapai syarat untuk dapar
menyerahterimakan barang it atau dekamen in,
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(2) Jika kontrak itu berhubungan juga dengan penganghkuran barang-
barang iru, penjual boleh memberangkatkan barang itu dengan syarat
dimana barang-barang iru, atau dokumen yang memungkinkan pele-
pasan hak atas barang itu, ridak akan diserahterimakan kepada pembeli
kecuali dengan pembayaran atas harga barang tersebut.

(3) Pembeli tidak wajib membayar harga barang itu sampa dia mendapac-
kan kesempatan untuk memeriksa barang itu, kecuali bila prosedur
untuk penyerahan atau pembayaran yang disepakati oleh pihak-pihak
adalah ridak konsisten dengan kesempartan yang diberikan kepadanya.

Pasal 59

Pembeli wajib membayar harga pada tanggal yang ditetapkan oleh atau
yang dapar ditentukan dari kentrak arau konvensi ini ranpa memerlukan
perminraan atau kelengkapan izin formalitas dari pihak penjual.

Seksi II  Menerima penyerahan

Pasal 60

Kewaiiban pembeli untuk menerima barang terdiri:
{a) Melakukan semua tindakan yang wajar diharapkan dari padanya untuk
memungkinkan penjual melakukan penyerahan, dan

(h) Mengambil alih barang.

Selsi 111 Imbuhan untuk pelanggaran kontrak oleh pembeli

Pasal 61

(1) Jika pembeli gagel untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak
atau konvensi, penjual dapac
(a) Mengambil haknya sesuai pasal 62 sampai 65.
(b) Mengklaim kerugian sesuai pasal 74 sampai 77,

(2) Penjual tidak dirampas (kehilangan] hak yang mungkin dimilikinya
untuk mengklaim kerugian karena mengambil haknya dari imbuhan
lainnya.

(3] Tidak ada tenggang wakru yang dapat diberikan kepada pembeli oleh
pengadilan atau wribunal arbirrasi bila penjual mencari perlindungan
pada imbuhan karena pelanggaran kontrak.

173



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kontrak Dagang Ekspor

Pasal 62

P:njual mungkin meminta [-cepada pcmbcli uncuk ml:mbayar harga.
menerima penyerahan, atau melaksanakan kewajiban lainnya, kecuali pen-

jual

telah mencari perlindungan imbuhan yang tidak konsisten dengan

persyararan ini.

(1)

(2)

(23

174

Pasal 63

Penjual mungkin menetapkan suatu tambahan jangka wakeu yang
lebih panjang untuk memungkinkan pembeli melaksanakan kewa-
jibannya.

Kecuali penjual telah menerima pemberitahuan dari pembeli bahwa
dia tidak akan melaksanakan dalam jangka wakeu yang sudah ditetap-
kan ita, penjual tidak boleh, dalam janghka wakeu itu, mencari perlin-
dungan memperoleh imbuhan karena pelanggaran konctrak. Namun
penjual ridak akan kehilangan hak yang mungkin dimilikinya untuk
mengklaim kerugian karena kelambatan pelaksanaan,

Pasal 64

Penjual boleh menyatakan kontrak baral:

{a) Jika kegagalan dari pembeli untuk melaksanakan kewajibannya
sesual dengan kontrak atau kenvensi ini sebanyak yang dapat
dijadikan suatu dasar dari pelanggaran kontrak, atau

(b} Jika ptmbc“ tidak, dalam jangka wakru perpanjangan yang diberi-
kan penjual sesuai dengan paragraf (1) pasal 63, melaksanakan
kewajibannya untuk membayar harga atau menerima penyerahan
barang, atau jika dia menyatakan bahwa dia ridak akan melakukan
hal itu dalam jangka wakwu yang ditetapkan iru.

Mamun, dalam kasus dimana pembeli relab melakukan pembayazan
harga, penjual kehilangan haknya untuk menyatakan koncrak baral
kecuali dia melakukan begiru:
(a) Dalam hal kelambatan pelaksanann oleh pembeli, sebelum penjual
menyadart bahwa pelaksanaan relah dilakukan, arau
(b} Dalam hal pelanggaran selain dari kelambatan pelaksanaan oleh
pembeli, dalam jangka wakeou yang wajar:
(i) Setelah penjual mengetahui atau dianggap telah mengetahui
pelanggaran itu, atau
(i) Setelah herakhirnya masa perpanjangan waktu yang diterap-
kan oleh pcnjual sesuai dengan paragraf (1) pasal 63, arau
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setelsh pembeli menyatakan bahwa dia tidak 2kan melaksana-
kan kewajibannya dalam jangka perpanjangan itu.

Pasal 65

Jika dalam konteak pembeli merinci beneuk, ukuran, atau gambaran
lainnya dari barang-barang dan dia gagal melakukan rinclan it baik
pada tanggal yang disepakari untuk itu, atau dalam jangka wakeu
yang layak setelah menerima permintaan dari penjual, penjual boleh,
tanpa merugikan rerhadap hak-hak lainnya yang dimilikinya, melaku-
kan perincian sendiri sesuai dengan kebutuhan pembeli yang mungkin
sudsh dikemhuinya.

Jika penjual melakukan sendiri perincian itu, dia wajib membericahu-
kan pembeli rincian it dan wajib menentukan sats jangka wakeu
dalam mana pembeli mungkin membuat rincian vang berbeda. Jika
setelah menerima komunikasi yang demikian ie, pembeli gagal mela-
kukannya dalam waktu yang diretapkan, maka rincian yang dibuar
penjual akan mengikat

BAB IV: PENGALIHAN RISIKO

Pasal 66

Kerugian atau kerusakan ams barang setelah risiko sudah beralih kepada

pembeli tidaklsh membebaskannya dari kewajibannya untuk membayar

harga, kecuali kerugian dan kerusakan oo dischabkan aleh perbuatan atau
i i

penghilangan aleh penjual.

(1)

Pasal 67

lika kontrak penjualan i menyangkut pula pengangkutan barang
dan penjual nidak diwajibkan unruk menyershterimakannya di empat
khusus, risik heralih kepada pembeli bila barang-barang it diserah-
terimakan kepada pengangkur pertama yang akan meneruskan kepada
pembeli sesuai dengan ketenruan kontrak penjualan. Jika penjual diwa-
ibkan untuk menyerahterimakan barang ftu kepada pengangkue di
st rempat khusus, vistko tidak beralih kepada pembeli sampai
barang itu diserahterimakan kepada pengangkur di rempar itu. Fakta
hahwa penjual diberi kuasa untuk menahan dokumen yang mengatue
pelepasan atis barang tidaklah mempengarubi pengalihan risiko .
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(2) MNamun demikian, risiko tidaklah beralih kepada pembeli sampai
barang-barang itu secara jelas diidentifikasi sebagai barang kontrak,
apakah dengan cara memberi merek pada barang, pada dokumen peng-
angkutan, dengan cara memberitahukan kepada pembeli atau cara
lainnya.

Pasal 68

Risiko yang menyangkut barang yang dijual selagi dalam perjalanan beralih
kepada pembeli sejak wakru penutupan kentrak. Namun, jika keadaan
mengidentifikasi sepertl itu, risiko dianggap beralih kepada pembeli terhi-
tung scjak waktu barang-barang iru diserahterimakan kepada pengangkut
yang mengeluarkan dokumen yang menjelmakan adanya kontrak pengang-
kuran. Namun demikian, jika pada waktu penutupan konteak penjualan,
penjual telah mengerahui atau diduga sudah harus mengetahui bahwa
barang-barang telah hilang atau rusak dan ridak memberitahukan hal ity
kepada pembeli, maka kerugian dan kerusakan itu adalah menjadi risika
penjual.

Pasal 69

(1) Dalam kasus yang tidak rermasuk dalam pasal 67 dan 68, risiko ber-
pindah kepada pembeli pada saat pengambilalihan barang atau, jika
din tidak melakukan hal i pada waktunva, di|‘|iTLL|‘|g sejik barang-
barang ditempatkan menjadi kewenangannya dan dia akan dianggap
melanggar kantrak bila gagal menenima penyerahan barang.

(2] Namun, bila pembeli diwajibkan untuk mengambil alih barang di
tempat yang lzin dari rempat bisnis dari penjual, maka risiko berpindah
bila penyverahan telah dilakukan dan pembeli menyadan fakea bahwa
barang-barang relah ditempatkan ke dalam kewenangannva di rempar
IELL

(3) Jika kentrak berhubungan dengan barang yang belum diidentifikasi,
maka barang-barang akan dianggap belum menjadi kewenangan pem-
beli sampai barang-barang itu secara jelas diidenufikasi sebagai barang
kontrak.

Pazal 70

Jika penpual telah melakukan perbuatan yang melangear kontrak yang
mendasar, maka pasal 67, 68, dan 69 ridak akan kehilangan hale ganri
rugi yang tersedia bagi pembeli berkenaan dengan pelangparan konrrak.
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BAB V: PERSYARATAN YANG LAZIM TENTANG KEWAJIBAN

PENJUAL DAN PEMBELI

Seksi | Antisipasi pelanggaran dan cicilan kontrak

Pasal 71

(1) Saru pihak mungkin menunda pelaksanaan kewajibannya jika, serelah

i)

{3)

(1]

i2)

(3]

penutupan dari kontrak, secara jelas hahwa pihak lain tidak akan

melaksanakan sebagian yang penting dari kewajibannya sebagai akibat

dari:

(4} Suaru kekurangan yang serius dari kemampuannya untuk berbuar
atau nilai kepercayaan, atau

(b) Tindakannya dalam mempersiapkan pelaksanaan acay dalam
melaksanakan kontrak

Jika penjual relah mefakukan pengiriman barang sebelum dasar-dasar
yang discbur dalam paragraf rerdahuly ini menjadi terbukn, dia dapat
mengambil tindakan mencegah menyerahterimakan barang kepada
pembeli kendatipun pembeli relah memegang dokumen yang memberi
hak kepadanya untuk mendapackan harang ite. Paragraf ini hanya
schubungan denpan hak-hak aras barang antara pembeli dan penjual.

Pihak yang menunda pelaksanaan, baik sebelum atay sesudah pembe-
rangkatan barang, wajib dengan sepera memberitahukan tentang
penundaan ini kepada pihak lain dan wajib melanjutkan pelaksanaan
kinerjanya jiks pihak lain fmenyvediakan Jaminan yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya

r'..n.‘q] 72

Jika sebelum tanggal pelaksanaan dari kontrak sudah jelas salah garn
pihak akan rerlibac dengan suary pelangparan kontrak secara funda-
mental, pihak kun boleh menyarakan buhwa kontrak baral.

Tk waken memungkinkan, pihak yang bermaksud akan menyarakan
bahwa kontrak bacal wajib memberitahukat secara wajar kepada pihak
hain untuk memungkinkannya memperstapkan jaminan ying culnp
untik pelaksanaan nugainya.

Syarat pada parsgraf sebelum ini tiduk perlu bila pihak lain relab
menyatakan bahwa dia ridak akan melaksanakan kewajibannyn
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Pasal 73

(1) Dalam kasus dimana satu kontrak untuk penyerahan barang dengan
cicilan, jika kegagalan saru pihak untuk melakukan kewajibannya
dalam hal mencicil yang merupakan suacu pelanggaran kontrak yang
mendasar sehubungan dengan cicilan i, maka pihak lain beleh
menyatakan batal sepanjang menyangkur cicilan itw.

(2) Jika kegagalan satu pihak untuk melakukan kewajibannya yang
menyangkur cicilan mana saja memberikan pihak lain landasan yang
baik untuk menyimpulkan bahwa pelanggaran kontrak yang mendasar
akan rerjadi berkenaan dengan cicilan selanjutnya, dia boleh menya-
takan hahwa kontrak batal unruk selanjutnya, asal saja dia melakukan
hal seperti it dalam wakeu yang wajar.

{3) Pembeli yang menyatakan kanerak batal schubungan dengan penyerahan
barang boleh, pada wakm yang sama, menyatakan kontrak bacal juga
untuk barang-barang yang sudah diserahltan atau unwuk penyerahan
barang selanjutnya jika, karena alasan hubungan saling bergantung antara
harang-barang inu, penyerahan-penyerahan it ridak dapart dipakai unruk
tujuan yang direncanakan oleh pihak-pihak pada saar peeutupan kontrak.

Seksi I Kerusakan

Pasal 74

Kerugian karena pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak terdiri dari
umlah yang sama dengan kerugian, termasuk kerugian keuntungan, yang
diderita oleh pihak lain sehagai akibar dari pelanggaran itw. Kerugian itu
ticlak boleh lebil dart kerugian pihak yang melakukan pelanggaran yang
diperkirakan atau diduga telah diperkirakan pada sanc penutupan konerak,
dengan memperharikan fakea dan masalah yang dikerahuinya atau diduga
telah diketahui, sebagai salih satu kemungkinan akibac dari pelanggaran
kontrak ieu.

Pasal 75

Jika kontrak dibaralkan dan jika, dengan cara yang wajar dan dalam wakeu

yang wajar setelah pembatalan, pembeli telah membeli harang-barang unruk

pengganti atau penjual telah menjual lagi barang-barang, pihak yiing meng-

ajukan klaim kerugian mungkin sudah mendapat penggantian perbedaan

antara harga konrrak dan harga reansaksi penggant itu termasuk kerugian
; :

lanjuean yang rercakop dalam pasal 74,
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Pasal 76

(1) Jika kontrak dibatalkan dan terdapat satu harga yang berlaku, pihak yang
mengajukan klaim kerugian mungkin, jika dia ridak melakukan pembelian
arau menjual lagi sesuai pasal 75, menutup perbedaan antara harga yang
ditetapkan dalam kontrak dan harga pasar yang berlaku pada saac
pembatalan termasuk kerugian sclanjutnya yang dapar ditutup sesuai
pasal 74. Namun jika pihak yang mengklaim kerugian telath membatalkan
kontrak setelah menerima barang, maka harga yang berlaku pada saac
pengambil alihan barang itulah yang akan dipakai sebagai penggann harga
vang Etd.'ﬂ['lg bt“r]ﬁlﬂ] FI:I.IJJ Sl an'lbﬂfﬂlﬂn.

(2) Unmuk maksud yang disebur dalam paragraf terdahulu, yang dimaksud
dengan harga yang sedang berlaku adalah harga rertinggi di tempat dimana
penyerahan barang-barang telah dilakukan ataw, jika tidak ada harga
yang sedang berlaku ditempat itu, harga di tempar lain yang serupa yang
akan dipakai sebagai pengganti yang wajar, dengan menambahkan
perbedaan ongkos pengangkutan dari barang-barang iru.

Pasal 77

Satu pihak yang tergantung 5*..',{[:1 1|1c!;a[|.|:;H;]|';|l1 kontral wajib |1'|E:ngnr:~.|}i',
langkah-langkah yang wajar dalam kasus ito untuk meringankan kerugian,
rermasitk kerugian atas laba, sebagai akiba duri pembaralan i Jika dia
gagal dalam mengambil tindakan itw, pilak yang melanpgzar boleh meminta
penurunan dalam jumlah kerugian aras jumlah kerugian yang harus diberi
keringanan

Sekesi 111 Bunga

Pasal 78
Jika satu pikak gagal membayar harga asi jumlah lainnya yang menung-
gak, pihak lain memptinyal hak mendapar lwung:a atas jumlah it w@npa
merugikan terhadap klaim kerugian yang dapat dintrup sesua pasal 74,
Seksi IV Pembebasan

Pasal 79

{1} Saru pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan melakukan kewa-
jibannya jika dia dapat membuktikan bahwa kegagalan fru disebabkan
aleh halangan di luar kekuasaannya din dia ridak bisa diduga mampu

o a
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memperhitungkan halangan it pada saat penutupan konrrak arau
untuk menghindarinya atau mengarasinya atau akibat-akibatnya.

(2) Jika kegagalan pihak itu disebabkan oleh kegagalan pihak ketiga kepada
siapa dia tersangkur untuk melaksanakan seluruh ata sebagian dari
kontrak, maka pihak itu dibebaskan dari tanggung jawab hanya bila:
fa) Dia dibebaskan sesual pamgmf rerdahulu, dan
(b) Orang kepada siapa tergantung dapac sedemikian rupa dibebaskan

jika persyaratan dari paragraf itu juga diperlakukan atasnya.

(3) Pembebasan yang terdapar dalam pasal ini akan berlaku untuk selama
jangka waktu halangan it masih ada.

(4) Pihak yang gagal untuk melakukan tugasnya harus memberi tahu
kepada pihak lain mengenai adanya halangan dan akibarnya atas
kemampuannya untuk melaksanakan. Jika pemberitahuan ir tidak
diterima oleh pihak lain dalam waktu yang wajar serelah pihak yang
gagal untuk melakukan tugas tahu arau diduga telah mengerahui
tentang halangan itu, dia bertanggung jawab aras kerugian yang timbul
karena nidak diterimanya pemberitahuan itu.

adL

Tidak satu pun dalam pasal ini dapat mencegah pihak mana pun dari

mengambil tiap hak selain dari klaim kerugian sesuat kanvensi ini.
Pasal 8O

Satu pihak boleh ridak tergantung pada suatu kegagalan pihak lain uncuk
betbuat, sepanjang kegagalan it disebabkan oleh perbuatan pihak pertama

ATALL |'LC.\H.|<1|I1.U'III_‘_.-'.“: S'Q'I'Id:lﬂ.

Seksi V Akibat pembaralan

Pasal 81

{1} Pembartalan kontrak membebaskan kedua pihak dari kewajibannya
dari kontrak itu, bersyarat pada kerusakan (kerugian) yang mungkin
terjadi. Pembatalan tidak berpengarub pada syarat-syarat kantrak yang
berkenaan dengan penyelesaian sengketi mana pun atau syarat-syarat
lnindiael Kontrak yang mengitur tentang, hak-hak dan kewsajiban pihak
sebagal akibar dan pembatalan konrrak inw

Saru pihak yang sudah melaksanakan kontrak baik seluruhnya atau
schagian boleh menghklaim penggantian dari pihak lain techadap apa-
apa yang pihak perrama telah pasok arau bayarkan dalam kontrak
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itu. Jika kedua pihak diwajibkan untuk membayar restitusi, mereka
harus melakukan hal itu secara bersamaan.

[asal 82

(1) Pembeli akan kehilangan haknya untuk menyatakan kontrak hatal
atau untuk meminta kepada penjual untuk menyerahkan barang
penggand jika mustahil baginya untuk merestitusi dari barang-barang
secara substansial sesuai keadaan barang it saat diterima.

(2) Paragraf terdahulu tidak berlalu:

(a) Jika tidak mungkin melakukan restitusi dari barang arau
melakukan restitusi secara subsransial dalam keadaan seperti
barang-barang ity diterima bukanlah karcna perbuatannya atau
karena kesalahannya.

Barang-barang atau sebagian dari barang-barang telah rusak atau

telah membusuk sebagai akibar dari pemeriksaan yang dilakukan

sesual ketentuan pasal 38, atau

(c) Tika barang arau sebagian barang it relah terjual dengan cara
bisnis yang biasa atau telah dikonsumsi atau diubah oleh pembel;
sesuai cara penggunaan yang lazim sebelum dia menemukan atau
diduga telah menemukan kekurangeocokan it

T
2

Pasal 83

Seorang pembeli yang telah kehilangan haknya untuk menyatakan
koneraknya bata! atau untuk meminta kepada penjual untuk menyerahkan
harang pengganti sesuai dengan pasal 82 tetap memegang semud hak-
haknya untuk memperaleh imbuhan yang disebur dalam kontrak dan
knnvensi ’

Pasal 84

(1) Jika penjual berkewajiban untuk membayat kermbali harga barang,
maka dia harus juga membayar bunga atas harga itu, terhitung sejak

rpa itu telah dibayarkan.

e A
2

(2) Pembeli harus memperrangpungjawabkan kepada penjual semua keun-
tungan yang sudah diperalehnya dari ha rang-barang atau dari sehagian
= 4 a2 i (o i | &

barang itu:
(1) Jika dia harus membuac resticusi dari barang ity atau sebagian
dar barang iru, atau
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{b) Jika hal itu ddak mungkin baginya untuk melakukan resnitusi
seluruh atau sebagian dari barang-barang itu atau untuk melaku-
kan resticusi seluruh atau sebagian dari barang secara subsransial
sesuai keadaan barang pada saar diterima, namun demilian dia
telah menyatakan bahwa kontrak itu telah batal atau relah
meminta kepada penjual untuk menyerahkan harang pengganti,

Seksi VI Keselamatan barang

Pasal BS

Jika pembeli terlambat dalam melakukan penerimaan barang atau jika
pembayaran harga dan penyerahan barang harus dilakukan secara bersa-
maan, jika dia gagal melakukan pembayaran, dan penjual masih menguasai
barang atau sebaliknya masih mampu mengawasi pelaksanaan pelepasan
barang itu, penjual harus mengambil langkah-langkah yang layak dalam
kondisi yang sedemikian itu untuk menyelamatkan barang itu. Dia tetap
berhak menahan barang itu sampai dia diberikan penggantian biaya-biaya
vang wajar dari pembeli.

Pasal B6

{13 Tika pembayar celal menerima |':-:'lr'.1nl_‘|-l‘|‘.'lr.‘|[‘-!_’: dan hermaksud akan
memproses haknya sesuai kontrak avin konvenst ini untuk menolak
penerimaannya. dia harus mengambil langhkaly penyelamaran yang layak
dalam kondisi seperti inu. Dia berhak untuk memepang teguh |:-unmg i
sampai dia diberi pengzantian binva-biaya yang wajar oleh penjual,

(2} Jika |::-~Lr.1:'.t_r—"‘-:=|':1|'|g yang dikirimkan |a-:_'pud:1 |1c'm|_‘.|:|i relah diserahkan
menjadi kewenangan pembeli di tempat twjuan dan pembeli melalou-
kan prases haknya untuk menolak barang i, maka dia harus meng-
ambil barang it atas nama penjual, asalkan hal o dilakukan @npa
melakukan pembayaran harga barang 1tu dan tanpa kerumitan yang
ridak perlu atau biaya-biaya yang tidak lazim, Persyaratan ini tidak

berlaku jika penjual atau orang vang diberi kuasa untuk bertanggung
b aas |'!;1|';1|'|g rew atas namanva: hadir di rempat ELE L [ika pems-
bieli ;':*_u_':'|ic_'13n'|':)5_| alih baring sesua P:‘lr'it’_ré:f- ini, muaka hak-hak dan

lkewajibann

va diarur sesuai paragraf rerdabulu,
Pasal 87

Satu pihak yang beckewajiban unrak mengambil Tanghkal: penyelamaran
barang holeh menyimpan barasg it di dalam guding pihake ketiga atas
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behan biaya pihak lain asalkan biaya-biaya itu bukanlah biaya yang ridak

wajar.,

Pasal B8

(1) Pihak yang berkewajiban untuk menyelamatkan barang-barang sesuai
dengan paragraf 85 atau 86 boleh menjualnya dengan cara yang patut
jika terdapat kelambaran yang tidak wajar dari pihak lain dalam meng-
ambil kembali barang itu atau dalam menarik kembali barang itu
atau dalam membayar harga arau biaya penyelamatan, asal saja pembe-
ritahuan yang wajar mengenai maksud untuk menjual it telah disam-
paikan kepada pihak lain.

(2) Jika barang-barang it termasuk jenis yang cepat rusak arau upaya
penyelamatannya akan menelan hiaya yang luar biasa, pihak yang
herkewajiban untuk menyelamatkannya sesuai pasal 85 dan pasal B6
harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjualnya.
Sejauh memungkinkan dia harus memberi tahu kepada pihak lain
maksudnya unwk menjual i,

(3) Pihak yang menjual barang itu punya hak untuk menahan hasil
penjualan itu sebesar yang sama dengan biaya yang wajar untuk penye-
lamatan barang itu dan biaya penjualannya. Dia harus memperrang-
gungjawabkan kepada pihak lain mengenal sisanya.

BAGLAN IV: Persyaratan akhir

?asal 89

Sekretaris Jenderal PBB dengan ini dituniulk swebapal tempat men mpan
4 i) ! P F
leeimvens: int.

Pasal 90

Konvensi ini ridaklah mengatasi perjanjian internasional mana pun ¥

cudah ada atau boleh dimasukkan ke dalam dan berist persyaratan mengenal
maresi yang diatur oleh konvensi ini, asal saja pihak-pihak relah mempunyai
termnpat isnis di negara pihalk-pihak, terhadap perjanjian semacam ini {2).

Pasal 91

{19 Konvensi ini recbuka untulk pe:‘.-a::damng-.man pauia saat pertemuan
penurupan konperensi PBB mengenai Kontrak Penjualan Barang-
barang Internasional dan akan tera terbuka untuk penandatanganan

8 P P g
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)

(13

(3)

104

oleh semua negara di Markas Besar PBB di New York sampai tanggal
30 September 1981.

Konvensi ini bersyarat pada ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan oleh
negara penandarangan.

Konvensi ini rerbuka menjadi jalan masuk bagi semua negara yang
bukan menjadi negara penanda rangan sejak tanggal konvensi ini
terbuka untuk penandatanganan.

Sarana rarifikasi, akseptasi, persetujuan, dan jalan masuk harus disim-
pan pada Sckretaris Jenderal PBB.

Pasal 92

Negara peserta kontrak boleh menyatakan pada saat penandatanganan,
ratifikasi, akseptasi, persetujuan, jalan masuk bahwa ticak akan rerikat
oleh BAGIAN 11 dari konvensi ini atau ridak akan diikar oleh
BAGIAN [lI dari konvensi ini

Negara peserta kontrak yang membuat pernyataan sesual paragraf
rerdahuly ini vang menyangkut BAGIAN 11 arau BAGIAN 111 dan
konvensi ini

ilak akan dianggzp sebagal negara peserta kontrak
sebagaimana dimaksud dalam parageaf (1) dari pasal (1) dari konvens:
ini sgpanjang yang MEnyingRut mMAern yang dizcur oleh BAGIAN
terhadap mana deklarasi it berlaku.

Pasal 93

Jika negara peserta kontrak mempunyal dua atau lebih saruan wilayah

{teritorial) dimana sesuai konstitusinyd, berfaku kerentuan sistem

hukum yang berbeda sehubungan dengan materi yang diperbin-

cangkan dalam konvens: ini. dia bolenh, pada sant ]Jflh':i'l:léltkll'lg',-’ll'lﬂl'l.
e Ay . el I

ratifikasi, akseptasi, perserujuan atay jalan masuk, menvatakan bahwa

konvensi ini akan berlaku di seluruh satuan wilayah arau hanya berlaku

inrulk sty arau lebih wilavah, dan boleh mengubah deklarasinya

denpan cara menyampatkan deklarast lain sedap walktn

Dieklarast ini 2kan dicatat pada penyimpan dan akan dijelaskan saruan
wilayah rerhadap mafia konvensi ini berlaku,

Jika, atas jasa dari deklarasi dalam pasal ini, kenvensi ini berlaku
terhadap saru atau lebih terapi ridak meliputi semua satuan wilayah
dari negara peserta kontrak, dan jika rempat bisnis dari salah saw
pihak terletal di negara itu, maka tempar bisnis untuk tujuan konvens:
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ini, dianggap tidak berada di negara peserta kontrak, kecuali tempat
itu berada di satuan wilayah dimana konvensi ini berlaku.

(4) Jika suaru negara lz;escrta kontrak tidak membuar deklarasi sebagai
dimaksud dalam paragraf (1) dari pasal ini, maka konvensi ini berlalm
di seluruh satuan wilayah dar negara ito.

Pasal 94

(1) Dua atau lebih negara pescrta kontrak yang mempunyai aturan hukum
yang sama atau yang berdekatan tentang materi yang diatur oleh kon-
vensi ini boleh menyatakan kapan saja bahwa konvensi tidak berlaku
untuk kontrak penjualan atau untuk pembentukannya bila pihak-
pihak mempunyai tempae bisnis di negara-negara itu. Pernyataan
semacam itu boleh dilakukan bersama-sama atau dengan cara per-
nyaraan sepihak secara berbalasan.

{2) Suatu negara peserta konerak yang mempunyai aturan hukum yang
sama atau yang berdekatan tentang materi yang diatur oleh konvensi
ini sebagai satu atau lebih negara yang ridak menjadi peserta kontrak
holeh menvatakan kapan saja bahwa konvensi ini ridak berlaku
rerhadap kontrak penjualan arau untuk pembentukannya hila pihak-
pihak mempunyai tempat bisnis di negara-negara it (7).

(3) Jika satu negara yang menjadi sasaran dari suatu pernyataan yang
dimaksud dengan paragraf rerdahulu kemudian menjadi suatu negara
peserta kontrak, maka pernyataan yang sudah dibuac mungkin, sejak
tanggal konvensi ini mulai berlaku rerhadap negara peserra kontrak
baru itu, relah berakibar terhadap pernyataan yang dibuat sesuai
dengan [:-;Lrug:af {1}, asal saja bahwa negara peserta kontrak vang baru
ity turae serta dengan pernyataan it atay membuat pernyaaan sepi-
h.’-.l{ RCCHIE bﬂ:bﬂlﬂﬁﬁﬂ.

Pasal 95

Tiap negara boleh menyatakan pada saat menyimpan (mencatatkan)
instrumen racifikasi, akseptasi, persetujuan, atau jalan masuk bahwa dia
tiddak akan terikat oleh subparagraf (1] (b) pasal 1 dan konvensi ini.

Pasal 96

Suatu negara peserra kontrak yang perundang-undangannya menuntut
kuntrak penjualannya harus diturup atan harus dibuktikan secara tereulis
boleh kapan saja membuat pernyataan sesuai dengan pasal 12 brahiwa setiap

185
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persyaratan sesuai pasal 11, pasal 29, atau BAGIAN 11 dari konvensi ini
yang memperbolchkan bahwa suatu kontrak penjualan atau modifikasinya
atau penghentian dengan perjanjian arau tiap penawaran, akseptasi, atau
indikasi lainnya dari minat akan dilakukan dalam berbagai bentuk selain
dari cara tertulis, tidak akan berlaku bila masing-masing pihak mempunyai
tempat bisnis di negara it

Pasal 97

(1) Pernyataan-pernyataan yang dibuar sesuai konvensi ini pada saat
penandara nganan adalah bersyarac pada konfirmasi tentang ratifikasi,
akseprasi, atau perserujuan.

(2) Pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi aras pernyataan
harus dibuat secara rertulis dan secara resmi harus dicatatkan pada -

tempat penyimpanan (Sekjen PBB).

{3) Suaru pernyataan akan berlaku secara bersamaan dengan berlakunya
konvensi ini .sz'hubungan dengan negara yang bersangkutan. Namun
suatu pernyataan yang pendaftaran penerimaan resmi penyimpanannya
diterima sesudah berlakunya konvensi baru akan berlaku sejak hari
pertama bulan sesudah berakhirnya enam bulan setelah tanggal diteri-
manya oleh tempat penyimpanan. Pernyataan-pernyataan sepihak yang
berbalasan sesuai pasal 94 akan mulai berlaku pada hari pertama bulan
sesudah berakhirnya enam bulan setelah anggal penerimaan pernya-
taan terakhir oleh rempar penyimpanan.

(4) Tiap negara yang membuar pernyataan sesuai konvensi ini boleh
menarik kembali kapan saja dengan cara memberitahukan secara resmi
dengan tertulis dialamatkan kepada rempat penyimpanan, Penarikan
kembali itu akan berlaku pada hari perrama bulan sesudah berakhirnya
enam bulan serelah ranggal penerimaan pemberitahuan oleh tempar
penyimpanan,

(5) Penarikan kembali dari suaru pernyataan yang dibuat sesuai pasal 94
menjadi tidak lagi berlaku, terhitung sejak ranggal pada mana pena-
rikan kembali itu menjadi efekiif, pernyacaan berbalazan dari pihak
negara lain yang dimaksud pasal itu.

Pasal 98

Tidak ada syarar yang diizinkan kecuali hak-hak yang secara jelas dikuasa-
kan di dalam konvensi ini.
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Intermaiional Sale Contract

Pasal 99

Konvensi ini berlaku, bersyarat pada persyaratan sebagai dimaksud
dengan paragraf (6) dari pasal ini, pada hari pertama bulan sesudah
berakhirnya dua belas bulan setelah tanggal penyimpanan dari instru-
men yang kesepuluh dari ratifikasi, akseprasi, persetujuan, arau jalan
masuk, termasuk instrumen yang berisikan suatu pernyataan yang
dibuat sesuai pasal 92 (2).

Bila suatu negara meratilikasi, mengaksep, menyetujui arau masuk
kedalam konvensi ini setelah menyimpan instrumen kesepuluh dari
catifikasi, akseprasi, persetujuan, atau jalan masuk, maka konvensi
ini, terkecuali Bagian yang dikeluarkan, akan berlaku di negara i,
bersvarat pada persyararan pada paragraf (6) dari pasal ini, pada hari
pertama bulan sesudah herakhirnya dua belas bulan setelah tanggal
penylimpanan instremen ratifikas, :1kr‘-|:]1r.l.t;i, prrsctijuan, aad j:ﬁ.‘lil
masuk itu,

Suatu negara yang meratifikasi, mengakseptasi, menyerujui, yang
masuk ke dalam konvensi ini dan menjadi pthak peserra salah satu
atau kedua-duanya dari Uniform Law on The Formation of Contracts
for the International Sale of Goods yang dilakukan di Den Haag pada
1 Juli 1964 (1964 Hague Formation Conpention) dan konvensi yang
herhubungan dengan Unifarm Law on the International Saie of Goods
yang dilakukan di Den Haag pada tanggal 1 Juli 1964 (1964 Hague
Sale Convention) haruslah pada wakru yang sama memutuskan per-
ianjiannya, haik satu atau keduanya dari 1964 Hague Sales Convention
dan 1964 Hague Formatian Convenion dengan cara meniberitalilkan
pada pemerintzh Belanda mengenat hal iru.

Suatu negara peserta darl The 1964 Hague Sales Convention yang
meratifikasi, akseprasi, menyetujui, aran mengakses rerhadap konvensi
yang sekarang ini dan menyatakan atau telah menyatakan sesuai pasal
92, bahwa dia tidak rerikar dengan BAGIAN 11 dari konvensi ini
haruslah pada saat yang bersamaan dengan saat ratifikasi, akseprasi,
persetujuan, atad mengakses memutuskan perjanjian dengan 1964
Higue Sales Convention dengan cara memberitahukan pemerintah
Belanda mengenat hal 1.

Suatu negara pesecta dari The | 964 Hague Formairon Convention yang
merarifikasi, akseprasi, menyerujui, arau mengakses techadap konvensi
yang sckarang ini dan menyatakan sesua pasal 92 bahwa dia tidak
werikat dengan BAGIAN 111 dari konvensi ini haruslah pada saat yang
bersamaan dengan saat ratifikas), akseptasi, perscrujuan, atan
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mengakses memuruskan perjanjian dengan 1964 Hague Formation
Convention dengan cara memberitahukan pemerintah Belanda
mengenai hal itu.

Untuk maksud pasal ini, ratifikasi, akseprasi, persetujuan, dan peng-
aksesan schubungan dengan konvensi ini oleh negara-negara peserta
The 1964 Hague Formation Conventions atau 1964 Hague Sales Conven-
tion belum akan berlaku sampai waktu pemurusan perjanjian itu yang
mungkin dibutuhkan olch negara-negara peserta itu sehubungan
dengan kedua konvensi yang disebut belakangan ini relah berlaku
secara efektif. Tempar menyimpan konvensi ini (Sckjen PBB) akan
berkonsultasi dengan pemerintah Belanda, sebagai cempat menyimpan

konvensi-konvensi itu untuk terfjaminnya koordinasi yang diperlukan
dalam hal ini.

Pasal 100

Kanvensi ini berlaku untuk pembentukan kontrak hanya bila proposal
untuk menutup kontrak dibuar pada atau sesudah konvensi ini berlaky
pada saar negara peserta kontrak merujuk pada subparagraf (1) ()
atau negara peserta kontrak merujuk pada subparagraf (1} (b) dari
pasal ini.

Kanvensi ini berlaku hanya pada kontrak-kontrak yang ditutup pada
atau setelah tanggal konvensi ini telah berlaku sehubungan dengan
negara peserta kontrak telah merujuk p:—ld:a s1_1bp;1|‘:1g|‘ni: {1} {a} nrau
negara-negara peserta kontrak telah merujuk pada subparagraf (1)
{b) dan pasal 1

Pasal 101

Suatu negara peserta kontrak bolel membatallen perjanjian Kanvensi
ini, atauw BAGIAN 11 arau BAGIAN I dari konvensi int dengan cara
pemberitahuan resmi secara tertulis ditujukan kepada tempat penyin-
pitnan (Sekjen. PBBE),

Permbaralan perjanjian itu akan berlaku pada hari pertama dari bulan
sesidah habisnya wakru berlakunya dua belas bulan setelah pemberi-
vahuan diterima oleh rempat penyimpanan. Bilamana jangka wakiu
yang lebih panjang untuk pembitalan perjanjian diuraikan dalam
pemberitahuan itu, maka pembatalan perjanjian it akan menjadi
efelrif setelah berakhirnya- masa perpanjangan itu serclah pem-
heritahuan itu diterima oleh tempat penyimpanan (Sekjen PBB).
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fternational Sale Coniract

Dibuar di Wina, hari ini tanggal 7 April, seribu sembilan ratus delapan
puluh, dalam bentuk asli wnggal, dalam mana teks Arab, Cina, Inggris,
Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama otentiknya.

Menyaksikan hal ini, walil-wakil di bawah inl, yang sudah diben
wewenang oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani

koovensi ini.

it
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TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

(Keputusan Menteri Kevangan R1 No.557/KMK.04/2002 tanggal 31 Desember 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen, dan melindungi hak-
hak/kepentingan negara dalam rangka ckspor serta untuk mendukung pelaksanaan
clektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kevangan tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang
Ekspor;

Mengingat :

1.

|~

L e L

-]

Undang-undang Ne.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Ne.l6 Tahun 2000;

Undang-undang No.8 Tahun 1983 temang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang No.18 tahun 2000;

Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Undang-undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan:

Undang-undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Peraturan Pemerintah No.l Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor-Impaor dan
Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No.24 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi
Kepabeanan:

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanki Administrasi
di Bidang Cukai;

- Peraturan  Pemerintah  No.22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran

Pemerimaan Negara Bukan Pajuk;

. Keputusan Presiden No.228/M Tahun 2001
. Keputusan Mentenn Keuangan No.101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan

Pabean sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan No 447/ KME.05/2000:

- Keputusan Menteri Keuangan No.102/KMK.05/1997 tentang Daftar Kode untuk

Fengisian Pembernitahuan Pabean:

-Keputusan  Mentern Keuangan  No241/MKM.O1/1998  tentang  Penetapan

Besarnya Tanf dan Tatacara Pembayaran scrta Penyetoran Pajak Fkspor atas
beberaps Komoditi Tertentu sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Keputusan Menteni Keuangan No.567/KMK.017/1999 tentang Penelapan
Besarnya Tarif Pajak Ekspor atas beberapa Komoditi Tertentu:

Iampiran 8
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I5. Keputusan Menteri Keuangan No335/KMK.017/1998 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit. Minyak Sawit, Minyak
Kelapa dan Produk Tutunannya;

MEMUTUSKAN :

Mentapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATALAKSANA
KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini vang dimaksud dengan !

I. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

Direkrur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cuka:.

Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam

jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan

untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang vang dapat berupa tulisan di atas

formulir atau meda elektronik.

6. PEB Biasa adalah PEB vang diajukan untuk sctiap transaksi ekspor.

7. PEB Berkala adalah PEB vang diajukan untuk seluruh transaks: ckspor dalam
periode waktu tertentu.

8. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,
bandar udara atau tempat lain vang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang
sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9. Barang ckspor adalah barang vang dikeluarkan dan Dacrah Pabean untuk dibawa
atau dikirim ke luar negeri.

10. Barang ekspor umum adalah barang ekspor selain dari barang ekspor yang
dimaksud pada angka |1 sampai dengan angka |4 Pasal ini,

11. Barang ekspor terkena Pungutan Ekspor adalah barang ckspor yang scsuai

ketentuan dikenai Pungutan Ekspor (PE).

2. Barang vang mendapat kemudahan ekspor adalah barang ckspor vang seluruhnya
atau sebagian berasal duni barang impor yang pada sadl pemasukannya mendapat
fasilitas barang untuk diolah, dirakit atay dipasang pada barang lain dengantujuan
untuk diekspor seluruhnya.

|3. Barang ckspor tertentu adalah barang ckspor sebagaimana dimaksud pada angka
| 5 sampai dengan angka 24 Pasal ini,

14, Barang ckspor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah barang yang
dikeluarkan dan TPB untuk tujuan diekspor.

15. Barang kiriman adalah bukan barang dagangan vyang dikirim olch pengirim
tertentn di dalam ncgeri kepada penenima tedentu di luar neged melalui PT.

Ll bl

E
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16.

17.

18.

19.

20

25,

(Persero) Pos Indonesia, perusahaan jasa pengangkutan, atau perusahaan jasa
titipan scjenis.

Barang pndahan adalah barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula
berdomisili di dalam negeri kemudian dibawa pindah ke luar negeri.

Barang diplomatik adalah barang keperluan pribadi anggota diplomatik dan
konsuler termasuk anggota keluarganya, barang keperluan resmi serta barang
lainnya untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dibawa
ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Barang Misi :

2. Keagamaan adalah barang vang dibawa atau dikifim keluar negen untuk
keperluan misi ibadah keagamaan dan telah mendapat rekomendasi dari
instansi terkait.

b. Kemanusiaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negen untuk
keperluan misi amal/sosial dan telah mendapat rekomendasi dari instansi
terkait,

c. Olahraga adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk
keperluan misi olahraga dan telah mendapat rekomendasi dari instansi
terkait.

d. Kesenian adalah barang vang dibawa atau dikirim ke luar negen untuk
keperluan misi kesenian dan telah mendapat rekomendasi dari instansi
terkait,

Kebudayaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk
keperluan misi kebudayaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi
terkait.

I. Pendidikan adalah barang vang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk
keperluan misi pendidikan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi
terkait.

Barang dickspor kembali adalah barang impor sementara yaitu barang asal impor
vang dikinm kembali ke luar negeri

[ ¢]

. Barang diimpor kembali adalah barang ekspor yang akan dimasukkan kembali ke

Daerah Pabean,

. Barang  cinderamata  adalah  barang  hadian vang  didapat  dari

perscorangan/organisasi/lembaga dan tidak diperdagangkan.

. Barang contoh adalah barang vang dibawa atau dikirim ke luar neger dalam

Jumlah dan jenis yang terbatas serta tidak dip erdagangkan,

- Barang keperluan penelitian adalah barang atau peralatan yang dibawa ke luar

negeri dan  digunakan untuk keperluan penclitian (riset), pengkajian atau
percobaan guna peningkatkan dan pengembangan suatu penemuan dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapat rekomendasi dan instansi
terkait.

- Barang badan internasional beserta pejabatnya vang bertugas di Indonesia adalah

barang milik atau untuk keperlvan badan internasional atau pejabatnya yang
diakui dan terdaftar pada Pemerinah Indonesia yang dibawa ke luar ncgen dan
telah mendapat rekomendasi dari instansi Pemerintah Indonesia.

Barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut adalah semua barang
dalam keadaan baru atau bekas, yang diperlukan untuk kebutuhan diri penumpang
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dan awak sarana pengangkut dalam jumlah dan harga yang wajar scrta tidak
diperdagangkan.

26. Surata Tanda Bukti Sctor (STBS) adalah tanda bukti pembayaran/penyetoran PE
yang dikeluarkan olch Kantor atau Bank Devisa.

27. Imbal Dagang adalah suatu skema perdagangan atau praktek perdagangan dimana
pemasok atau penjual barang/jasa setuju untuk menerima seluruh atau sebagaian
pembayaran atau transaksi barang/jasa tersebut dengan barang jasa pula atau
dengan kompensasi lain sebagai imbalan.

28. Barang diangkut lanjut adalah barang yang diangkut dengan sarana pengakut
melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

29. Barang diangkut terus adalah barang yang diangkut dengan sarana pengakut
melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

30. Daftar Pemberitahuan Barang Ekspor (DPBE) adalah daftar muatan bariang
ckspor yang digunakan untuk memberitahukan barang ekspor yang diangkut dan
atau barang ckspor yang diangkut terus pada saat kedatangan sarana pengakut.

31. Outward manifest adalah daftar musmn barang ekspor yang diangkut oleh sarana
pengangkut dari pelabuhan asal/transit ke luar Daerah Pabean.

32. Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan
(konsolidasi) barang ekspor sebelum barangbarang ckspor tersebut dimasukkan
ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut,

- Penyerahan  Pemberitahuan melalui media eclektronik  adalah penyerahan
Pemberitahuan  Pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui
pertukaran data clektronik secara langsung sesuai standar vang ditetapkan dan
berdasarkan kescpakatan antara eksportir dengan Dircktur Jenderal atau Piejabat
vang ditunjuknya.
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BAB I
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

Pasal 2

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dan di daftarkan ke Kantor
Pabean dengan menggunakan PEB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan ini.

{2) Penyampaian PEB dapat dilakukan secara langsung dengan tulisan di atas
formulir atau melalui media elckironik.

(3) Eksportir wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan bertanggung jawab
atas keberaran hal hal diberitahuhkan dalam PEB.

Pasal 3
(1) Barang yang diberitahukan dalam PEB yang telah didaftarkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang akan dimuat atau telah dimuat di sarana
pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean, dianggap telah dickspor dan
diperlakukan sebagai barang ekspor.
(2} Dalam hal PEB disampaikan melalui media elektronik, pesan elektronik dan hasil
cetak PEB yang telah didaftarkan diperlakukan scbagai PEB yang sah.
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Pasal 4
PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperlukan terhadap ekspor :
a. barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, dan bekal kapal
dengan menggunazkan daftar bekal;
b. barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean scsuai ketentuan
perjanjian perdagangan lintas batas;
¢. barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan
dokumen vang diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional (ATA
CARNET.TRIPTEK, atau CPD CARNET);
d. barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan menggunakan
dokumen Dedaration En Douane (CN.23)

Pasal >

(1) Atas ckspor barang komoditi fertentu yang menurut ketentuan dikenakan
pungutan ckspor terutang Pungutan Ekspor.

(2) Jenis dan besarnya tarif Pengutan Ekspor diatur tersendin dalam Keputusan
Menter Keuangan.

(3) Pembavaran Pungutan Fkspor dilakukan secara tunai melalui Bank Devisa atau
Kantor Pabean sebelum atau pada saat PEB di daftarkan dengan kurs yang
berlaku pada saat pembayaran.

Pasal &

(1) Eksportir dapat memberitahukan eksper barang yang dilaksanakan dalam periode
waktu tertentu dengan menggunakan PEB Berkala.

(2) Penggunaan PEB Berkala schagaimana dimaksut dalam ayat (1) dilakukan
setelah mendapat persemujuan dan  Direktur Jenderal atau Pejabat yang
ditunjuknya.

(3) Persetujuan sehagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan dalam hal
cksportir mempunyai reputasi yang batk dan;

a. frekuensi ckspornya tinggl;

b. jadual sarana pengangkut barang ekspor terscbut tidak menentu:

¢. lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pabean dan atau
Bank Devisa;

d. ekspor melalu saluran pipa atau jaringan transmisi; atau

. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat  yang
ditunjuknya, pengeksporan barang perlu menggunakan PEB Berkala.

(4) Eksportir dikategorikan mempunyai reputasi yang baik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) apabila :

a. tidak pernah melanggar ketenman kepabeanan dan cukai yang dikenai
sanksi asministrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;

b. tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, pajak dan pungutan
negara lainnya: dan

¢. sudah menyelenggarakan pembukaan sehingga dapat dibuat laporan sesuai
Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
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BAB 1l
PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

Pasal 7
(1) Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan
Sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dan Pejabat.
(2) Pemasukan barang ckspor konsolidasi ke Kawasan Pabean atau Tempat
Penimbunan Sementara wajib diberitahukan oleh Konsolidator ke Kantor Pabean.

BAB IV
PEMERIKSAAN PABEAN

Pasal &
(1) Terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian
dokumen.
(2) Dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksan pabean berupa pemeriksaan fisik
atas barang ekspor.

Pasal 9
(1) Penelitian dokumen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh
Pejabat setelah PEB diajukan ke Kantor Pabean.
(2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. kebenaran dan kelengkapan pengisian data PEB:

b. kekngkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan,

¢. kebenaran perhitungan PE vang tercantum dalam bukti pelunasan PE
dalam hal barang ekspor terkana PE; dan

d, pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ckspor.

{3) Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ¢ dan
d berupa:

a. Invoice dan packing list;

h. STBS dalam hal barang ekspor terkena PE; dan

¢. Dokumen pelengkap lainnya vang diwajibkan scbagai pemenuhan
ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 10
(1) Pemeriksaan fisik barang sebagaimany dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan
terhadap :

4. barang diimpor kembali;

b. barang dickspor kembali;

¢. barang yang mendapat kemudahan ckspor;

d. barang yang berdasarkan hasil analisis informasi terdapat indikasi vang
kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan
kepabeanan di bidang ckspor;

(2) Pemeriksaan schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
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(3) Pemenksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksaanakan di
Kawasan Pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir
untuk menyimpan barang ekspor.

(4) Pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus tetap menjamin
kelancaran arus barang ekspor.

Pasal 11
(1) Pemeriksaan fistk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
didasarkan pada PEB dan dokumen pelengkap pabean barang ekspor yang
bersangkutan.
(2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
jenis barang;
jumlah barang;
identitas barang;
spesifikasi tekmis barang:
kondisi barang;
klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System (HS):
nomor, merek, jenis dan jumlah kemasan, dan
pemenuhan ketentuan kepabeanan di hidang ekspor.
{3) Hasil Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum

pada halaman belakang PEB dan atau pada laporan hasil pemeriksaan dalam hal
diperiukan.

Qe e RS TR

IPasal 12

(1) Pemenksaan fisik terhadap barang vang mendapat kemudahan  ekspor
schagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ tidak berlaku bam
cksportir tertentu,

(2) Eksportir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal
atau Pejabat yang ditunjuknya dengan me mperhatkan reputasi cksportir yaitu ;

a. tidak permah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukal yang dikena
sanksi administras: dalam koarun wakto 1 {zatw) tehun terakhir;

b. tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, cukai, pajak dan pungutan
negara lainnya;

¢. sudah menyelenggarakan pembukuan schingea dapat diaudil  sesual
Standar Akutansi Keuangan Indonesia; dan

d. telah memperoleh rekomendasi Direktur Veritikasi dan Audit Direktorat
Jenderal Bea dan Cukar berdasarkan analisis manajemen resiko.

BAB V
PEMUATAN BARANG EK5POR

Pasal 13

(1) Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dan ekspor melalui saluran
pipa atau jaringan transmisi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan
Pejabat.
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(2) Persctujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Pejabat setelah
dilakukan penelitian dokumen dan atau pemeriksaan fisik barang.

Pasal 14
Pemuatan barang ekspor dilakukan:
a. di kawasan Pabean; atau
b. ditempat lain vang dipersamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dan
Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan.

BAB VI
PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR

Pasal 15

(1) Pengangkut yang sarana pengakuinya meninggalkan Kawasan Pabean, wajib
memberitahukan barang vang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan
pabean berupa outward manifest barang ekspor kepada Pejabat di Kantor
Pabean, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana
pengangkut,

(2) Ourward manifest sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencantumkan paling
sedikit hak-hal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.190/KMK.05/2000 tentang Perubahan kedua atas
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/KMEK.05/1997 tentang
Pemberitahuan Pabean.

Pasal 16
Barang ckspor yang diangkut lanjut dan atau diangkut terus melalw tempat lain dalam
Dacrah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat di Kantor

Pabean tempat transit paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah kedatangan sarana
pengangkut dengan menggunakan DPBE.

azal 17
Pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Dacrah Pabean melalul suatu
tempat di luar Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pajabat di
Kantor Pabean schelum sarana pengangkut meninggalkan tempal pemuatan dengan
menggunakan pemberitahuan BC1.3 scbagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No.190/KMK.05/2000 tentang Perubahan kedua

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  No.101/KMEK.05/1997  tentang
Pembertahuan Pabean

BAB VI
PEMBATALAN EK5POR

Pasal 19
Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00 ( lima juta
rupiah).
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Pasal 20

(1) Eksportir yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam
PEB berdasarkan hasil fisik barang sebagaimana dimaksud dalam pasal
10 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

{2) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Terhadap PEB yang telah didaftarkan dapat dilakukan pembetulan atau perubahan
data sebelum atau sesudah persetujuan muat diberikan oleh Pejabat di Kantor
Pabean,

(2) Pembentulan/perubahan data PEB mengenai jenis dan atau jumlah dan atau harga
barang ekspor belum dimuat ke sarana pengangkut kecuali dalam hal -

i. Pembetulan/perubahan tersebut discbabkan karena nyata-nyata kesalahan
administratif, dan harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak PEB didaftarkan:

b. Ekspor baranag cair yang pemuatannya melalui salluran pipa;

¢. Tidak kescluruhan barang ekspor terangkut (short shipment).

(3) Pembetulan/perubahan data PEB selain mengenai Jenis dan atau jumlalh dan atan
harga barang dapat dilayani sebelum maupun sesudah barang ckspor dimuat ke
sarana pengangkut dan diajukan paling lama satu bulan terhitung scjak PEB
didaftarkan,

Pasal 22
Konsolidator barang ckspor vang berlokasi di luar Kawaasan Pabean witjib
mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Pabean yang mengawasinya,

Pasal 23

Eksportir wajib menyimpan data PEB yang telah didaftarkan dalam media elektronik
dan atau hasil cetak PEB serta lembar asli dokumen pelengkap pabean schagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) selama jangka waktu 10 {sepuluh) tahun pada tempat
usahanya di Indonesia.

Pasal 24
Penyclesaian lebih lanjut terhadap realisasi ckspor barang vang mendapat kemudahan
ekspor diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal,

Pasal 25

Pengambilan data PEB olch Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik sccara
clektronik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal,
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BAB X
PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku
1. Keputusan Menteri Keuangan No.487/KMK 05/1996 tentang Pemeriksaan
Pabean Atas Barang Ekspor:
2. Keputusan Menteri Keuangan No.488/KMEK.05/1996 tentang Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Ekspor scbhagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Keuangan No.S0I/KMEK.01/1998 dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 27

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelakasanaan Keputusan Menteri Keuangan im
ditetapkan dengan Keputusan Dercktur Jenderal.

Pasl 28

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai
daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustos 2001

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarla

Pada tanggal 31 Desember 2002

MENTER]I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
trd.

BOEDIONO
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